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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Latar budaya kita memberi acuan yang menyepakati bahwa semua anak 
Indonesia adalah aset bangsa. Anak merupakan sosok generasi penerus bagi 
bangsa, perannya sangat kita perlukan untuk meneruskan cita-cita bangsa yang 
sampai saat ini belum mencapai pada taraf yang diharapkan. Oleh karena itu 
kesejahteraannya perlu ditingkatkan.  
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Prinst, 2003 : 79).  
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya 
bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan perlindungan 
khusus. Tak bisa disangkal bahwa anak adalah bagian dari suatu komunitas yang 
menuntut perhatian penting dari kita semua. Selama ini program-program yang 
ditujukan pada anak masih belum menyentuh semua lapisan dalam masyarakat. 
Banyak pihak yang masih belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa 
yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya. Hal 
ini berhubungan dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis 
multidimensional sehingga memicu munculnya berbagai problema kehidupan 
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diantaranya kemiskinan, krisis moral, serta meningkatnya kriminalitas dan kasus-
kasus kekerasan (abuse) di dalam kehidupan masyarakat. Problematika yang 
muncul sebagai dampak krisis multidimensional bangsa tidak hanya berpengaruh 
bagi kelangsungan hidup orang-orang dewasa saja, namun juga berdampak buruk 
bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi anak.  
Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) kategori anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. Namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan 
umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional (Arsip 
DKRPP&KB Kota Surakarta).  
Dalam usia tersebut anak belum layak untuk menanggung beban keluarga 
sebagai dampak adanya krisis multidimensional. Mereka hanya layak untuk 
menerima dan menyerap apa yang sudah seharusnya menjadi haknya yaitu, dasar-
dasar pendidikan dan pengetahuan yang baik dan benar di lingkungan keluarga 
juga masyarakat pada umumnya. 
Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh 
anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan 
dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, 
baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak (Soeaidy. dkk, 
2001: 4). 
Secara umum  hak anak adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : Hak sipil 
dan kemerdekaan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan 
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kesejahteraan dasar; pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; serta langkah-
langkah perlindungan khusus (DKRPP&KB Kota Surakarta). 
UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-
hak anak adalah untuk memiliki tingkat kesehatan yang optimal, memperoleh 
pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Prinsip 
dasar dalam pemenuhan hak-hak anak di dalam Konvensi Hak-Hak Anak adalah : 
1. Non diskriminasi, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak; 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (The Best Interest Of The Child), 
bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh 
pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka 
kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama; 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, maksudnya 
adalah negara harus mengakui bahwa anak adalah memiliki hak yang 
melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal 
kelangsungan dan perkembangan anak; 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya adalah dalam setiap 
pengambilan keputusan negara harus menghargai dan memperhatukan 
setiap pandangan dan pendapat anak terutama yang mempengaruhi 
kehidupan anak. Dalam hal perlindungan terhadap anak setiap orang 
tua atau keluarga, masyarakat, dan negaralah yang harus melindungi 
hak-hak anak tersebut (Prinst, 2003 : 144-146).  
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Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini apa yang menjadi hak 
anak tersebut belum terpenuhi secara layak. Sampai sekarang masih banyak 
bentuk-bentuk penyalahgunaan terhadap anak, banyak terjadi eksploitasi, 
diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan (abuse). Hal-hal semacam ini akan 
menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan hidup seorang anak yang 
meliputi perkembangan jasmani, rohani serta sosial anak. Suatu tindak kekerasan 
terhadap anak tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga 
pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak 
bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.  
Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan: pertama, 
kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai 
dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang 
memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi 
pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Selain 
itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk 
pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Kedua, kekerasan dalam 
pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang 
berlaku. Muatan kurikukum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek 
kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses 
humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi 
oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan 
ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan bisa 
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merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami 
pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution 
maupun jalan pintas. Dan, kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang 
sosial ekonomi pelaku (Assegaf, 2004: 3-4) 
Untuk menghindari hal-hal yang menghambat perkembangan anak, setiap 
anak membutuhkan perlindungan baik perlindungan dari internal lingkungan 
keluarga, maupun bentuk-bentuk perlindungan hukum untuk melindungi dari 
diskriminasi terlepas dari perbedaan latar belakang, budaya, politik kedua orang 
tuanya, agama, sosial, ekonomi, dan jenis kelaminnya, serta eksploitasi baik yang 
menyangkut eksploitasi seksual, maupun bentuk-bentuk eksploitasi fisik yang 
saat ini banyak terjadi. 
Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 
perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun 
sosialnya (Soeaidy. dkk, 2001: 4). 
Pentingnya perlindungan terhadap anak adalah hal yang sangat wajar 
mengingat bahwa seoang anak masih belum dapat melindungi dirinya secara 
maksimal seperti apa yang dapat dilakukan orang dewasa pada umumnya. 
Perlindungan yang dibutuhkan seorang anak tidak hanya terbatas pada 
perlindungan yang diberikan orang tuanya di lingkungan internal keluarga, namun 
seorang anak juga membutuhkan perlindungan di lingkungan eksternal keluarga 
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yaitu di lingkungan masyarakat umum maupun di lingkungan sekolahnya. Hal ini 
sangat penting mengingat bahwa saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap 
anak yang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah 
lingkungan yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai 
kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap sebagai pembentuk moral yang baik 
bagi anak. Namun pada kenyataanya saat ini banyak sekali ditemukan kasus di 
media massa yang mempublikasikan kekerasan dalam lembaga pendidikan.  
Dalam bidang pendidikan bentuk-bentuk kekerasan terjadi melalui 
praktik-praktik dan pelaku yang berbeda. Memetakan pelaku kekerasan dalam 
bidang pendidikan yakni terdiri dari individu, institusi, dan negara. Masing-
masing pelaku berbeda motivasi, tujuan, dan manifestasi tindak kekerasannya. 
Ketiga pelaku terlibat langsung dan tidak langsung dalam melanggengkan 
terjadinya kekerasan terhadap anak didik. Kekerasan yang banyak terjadi di 
lingkungan sekolah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu, 
pertama, kurikulum pendidikan yang cukup padat dan sarat beban, menyebabkan 
anak harus belajar berbagai hal dalam waktu yang ditentukan. Kurikulum yang 
ada sangat memaksa anak untuk mengikuti dan mengejar pencapaian kurikulum, 
walaupun apa yang diinginkan kurikulum belum tentu relevan dengan cita-cita 
anak. Kedua, pengajar saat ini sangat sarat dengan persoalan. Pengajar sebagai 
tokoh kunci, dalam kenyataannya tidak layak mengajar dan mendidik di sekolah. 
Intelektualitas pendidik yang rendah namun dipaksa mengejar target kurikulum. 
Lebih jauh, pergulatan hidup yang berat membuat sebagian pendidik belum 
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mampu mengelola emosi negatif sehinga dapat memperlakukan peserta didik 
dengan kasar. 
Kenyataan tentang adanya kasus kekerasan terhadap anak baik di 
lingkungan masyarakat secara umum maupun di lingkungan sekolah 
menunjukkan bahwa saat ini banyak terjadi krisis moral. Cerita kekerasan 
terhadap anak seolah tak pernah ada habisnya. Ini merupakan sebuah indikator 
bahwa diberlakukannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak yang seolah 
menjadi antiklimaks dari banyak aktivis perlindungan anak saja tidak cukup untuk 
menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak, karena yang dibutuhkan 
adalah kesadaran yang tinggi serta sebuah kerjasama yang baik antara keluaga, 
masyarakat dan pemerintah terhadap penciptaan perlindungan terhadap anak. 
Segala bentuk kekerasan baik yang ditujukan bagi anak-anak atau orang dewasa 
merupakan pengabaian terhadap sense of justice. Kekerasan dengan segala 
manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan 
serangan terhadap martabat manusia, sekalipun dalam lembaga pendidikan 
(www.kakak.org/kakakmenulis). 
Mengingat bahwa pendidikan adalah ilmu normatif, maka fungsi institusi 
pendidikan adalah menumbuh-kembangkan subyek didik ke tingkat yang 
normatif lebih baik, dengan cara atau jalan yang baik, serta dalam konteks yang 
positif. Disebut subyek didik karena peserta didik bukan merupakan obyek yang 
dapat diperlakukan semaunya pendidik, bahkan seharusnya dipandang sebagai 
manusia lengkap dengan harkat kemanusiannya (Assegaf, Ringkasan Laporan 
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Hasil Penelitian Tentang Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan : 
2002). 
Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam lembaga pendidikan yang 
masih merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktivitas pendidikan 
kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah urgensi humanisasi 
pendidikan. Humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi 
yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan 
manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi 
(Assegaf, Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Tentang Kondisi dan Pemicu 
Kekerasan dalam Pendidikan : 2002). 
Dalam hal ini peneliti mengetengahkan salah satu unsur penting yaitu 
suatu tindak kekerasan seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. 
Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah 
secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan. Karena fungsi utama 
lembaga pendidikan adalah sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan 
ajaran yang baik oleh guru terhadap siswanya. Maka seharusnya segala bentuk 
permasalahan yang menyangkut struktur dan sistem lembaga pendidikan dapat 
diselesaikan dengan cara-cara yang mendidik, bukan dengan tindak kekerasan. 
 
 
 
 
   
10 
B. PERUMUSAN MASALAH 
  Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kondisi sistem dan struktur dalam lembaga pendidikan formal 
Sekolah Dasar? 
2. Apa latar belakang penyebab terjadinya kekerasan dalam lembaga pendidikan 
formal yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di Sekolah Dasar? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru 
terhadap siswa di Sekolah Dasar? 
4. Apa dampak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa 
di Sekolah Dasar? 
5. Bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru 
terhadap siswa di Sekolah Dasar? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas maka 
penelitian ini bertujuan untuk : 
1 Tujuan operasional 
 Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak kekerasan dapat terjadi 
dalam lembaga pendidikan, untuk mengetahui tentang sebab akibat dari tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, serta mengetahui upaya 
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mengatasi tindak kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan formal 
khususnya Sekolah Dasar di Surakarta. 
2 Tujuan Fungsional 
 Agar penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak-pihak 
terkait yang peduli dengan permasalahan anak, serta pihak pembuat kebijakan 
yang menyoroti problematika sosial anak khususnya menyangkut tentang 
pendidikan. 
3 Tujuan Individual 
 Penelitian ini dibuat sebagai persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dengan tercapainya tujuan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan teori-
teori dalam disiplin ilmu sosiologi. 
2 Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi 
bagi pembaca tentang bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang 
terjadi di lembaga pendidikan, serta dapat dijadikan sebagai titik tolak 
penelitian serupa yang lebih luas dan lebih mendalam. 
   
12 
E. LANDASAN TEORI 
1) Batasan Konsep 
a)   Pendidikan 
Pendidikan adalah usaha sadar dan teratur serta sistematis yang 
dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, untuk 
mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan 
cita-cita pendidikan. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa 
pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada 
anak, dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai 
tingkat dewasa. Pandangan sosiologi melihat pendidikan dari aspek 
sosial sehingga pendidikan diartikan sebagai usaha pewarisan generasi 
ke generasi berikutnya (Nasution, 1994 : 10). Pengertian tersebut 
mengandung maksud bahwa pendidikan adalah sesuatu yang 
dilakukan seseorang dengan tujuan membentuk sifat dasar yang baik 
bagi seorang anak. 
Dalam keputusan bersama antara Menteri Sosial, Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama, 
tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat dan anak 
yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan 
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Soeaidy. dkk, 2001 : 269) 
mendevinisikan pendidikan dasar sebagai pendidikan umum yang 
lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di 
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Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
atau satuan pendidikan yang sederajat. Jadi  pendidikan memuat unsur 
subyek, obyek, waktu serta tempat yang disebut lembaga pendidikan, 
keterkaitan antara beberapa komponen tersebut bisa disebut sebagai 
sistem pendidikan. 
Jadi pengertian tentang pendidikan dapat disimpulkan sebagai 
berikut, yaitu usaha yang dilakukan seseorang secara sadar dan 
sistematis, yang ditujukan kepada anak, dengan tujuan untuk 
mewariskan sifat dasar dan segala bentuk pengetahuan yang baik, dari 
satu generasi ke generasi berikutnya.  
Sedangkan lembaga pendidikan merupakan tempat dimana 
proses pewarisan sifat dasar dan segala bentuk pengetahuan yang baik 
itu berlangsung.  
b)   Kekerasan  
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan 
Poerwadarminta kekerasan dari kata dasar keras diartikan sebagai sifat 
(hal dsb) keras; kegiatan; kekuatan dsb; paksa (an); kejang; 
kekejangan. Di dalamnya terdapat kata kekuatan yang diartikan 
sebagai tenaga; gaya; kekuasaan; keteguhan; kekukuhan, dan juga kata 
paksaan yang diartikan tekanan; desakan keras; yang dipaksa. Jadi 
kekerasan berarti suatu kegiatan yang didalamnya terdapat komponen 
kekuasaan, tekanan, dan paksaan. 
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Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran 
aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks 
dan seringkali bertentangan.  
Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok dan 
individu, yang disebut kekerasan individu dan kolektif. Kita 
menemukan bahwa para partisipan umumnya bisa memberikan 
penjelasan atas tindakan mereka. Suatu persoalan kunci yang berkaitan 
dengan kekerasan, sekaligus dengan perilaku menyimpang pada 
umumnya, adalah faktor penting dan ketidakmungkinan mengetahui 
maksud riil orang lain. Banyak penjelasan telah diberikan untuk 
memahami kekerasan (Santoso, 2002 : 41). Jadi kekerasan dapat 
terjadi dan dialami oleh setiap komponen masyarakat dengan berbagai 
pemicu dan tujuan yang melatarbelakangi tindakan mereka. 
Miller menjelaskan bahwa istilah kekerasan memiliki harga yang 
tinggi. Seperti banyak istilah yang mengandung makna kehinaan atau 
kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan 
sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara 
umum. Termasuk didalamnya adalah fenomena seperti iklan 
permainan di TV, tinju, musik rock’n roll dan tindak-tanduk pelaku, 
detektif swasta fiksi dan seni modern. Ruang ingkup istilah ini, bila 
digunakan dalam bentuk seperti diatas akan sangat luas sehingga 
mengaburkan maknanya (Santoso, 2002 : 13).  
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Terkait dengan kekerasan selanjutnya Assegaf   mendefinisikan 
kekerasan dalam pendidikan sebagai sikap agresif pelaku yang 
melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak 
bagi si korban. Dalam hal ini kekerasan dibedakan dengan 
kriminalitas, karena hukum kriminalitas telah diatur tersendiri 
sebagimana hukum yang berlaku di Indonesia. Kekerasan dalam 
pendidikan diasumsikan terjadi sebagai akibat kondisi tertentu yang 
melatarbelakanginya, baik faktor internal dan eksternal, dan tidak 
timbul secara begitu saja, malinkan dipicu oleh suatu kejadian. 
Kondisi dan latar belakang tindak kekerasan dalam pendidikan 
terangkai dalam hubungan yang bersifat spiral, dapat muncul sewaktu-
waktu, oleh pelaku siapa saja yang terlibat dalam lembaga pendidikan, 
sepanjang dijumpai adanya pemicu kejadian. Menurut Eric Hoffer, 
pemicu kekerasan utamanya adalah hal-hal mempersatukan gerakan 
massa, seperti rasa benci kolektif, perilaku meniru rekannya, bujukan 
pihak tertentu, karena ajakan pemimpin atau yang ditokohkan, karena 
adanya aksi pembuka kekerasan, adanya unsur kecurigaan, dan upaya 
penggalangan atau persatuan massa. Sedangkan unsur pendorong 
timbulnya aksi bersama adalah keterikatan dengan kelompok (gank, 
club, dan sebagainya), perilaku pura-pura atau bergaya, frustasi atau 
meremahkan kondisi masa kini, unsur supranatural atau ”hal yang tak 
nampak dan hal yang nampak”, doktrin yang diyakininya, dan karena 
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gerakan massa itu sendiri. Pelaku ataupun korban menyangkut guru 
dan atau pimpinan sekolah, pelajar, dan masyarakat (Assegaf, 2004 : 
37). 
Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu hal yang 
mengilustrasikan sifat keras, adanya pemaksaan, dan memuat 
kekuasaan, yang merupakan aktivitas individu maupun kelompok, 
dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dengan berbagai pemicu dan 
tujuan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. 
 
2) Tinjauan Teori  
Pandangan fundamental tentang pokok-pokok persoalan dalam cabang 
ilmu pengetahuan merupakan sebuah paradigma, yang dipakai untuk 
membatasi hal yang akan dipelajari, pertanyaan yang bagaimana yang harus 
dipertanyakan dan peraturan yang bagaimana yang harus ditaati dalam hal 
memahami jawaban-jawaban mana yang diperoleh. Paradigma merupakan 
konsensus terluas yang terdapat dalam suatu cabang pengetahuan yang 
membedakan antara komunitas ilmuwan atau sub komunitas yang satu 
dengan yang lainnya. Paradigma menggolong-golongkan, merumuskan dan 
menghubungkan suatu eksemplar, teori-teori dan metode serta seluruh 
pengamat yang menggunakan metode itu (Ritzer, 1985 : 8). 
Paradigma yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah 
paradigma perilaku sosial. Persoalan sosiologi menurut paradigma ini 
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adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan 
faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam 
faktor lingkungan yang menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. 
Terdapat hubungan fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang 
terjadi dalam lingkungan aktor. Pusat perhatian dari paradigma ini adalah 
suatu proses interaksi (Ritzer, 1985: 84-85).  
Ada dua teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu 
teori behavioral sociology dan teori exchange. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori behavioral sociology, yang dibangun dalam 
rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. 
Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari 
tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor. Ini berarti bahwa teori ini 
berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi di masa sekarang melalui 
kemungkinan akibatnya yang berlaku di masa yang akan datang (Ritzer, 
1985: 85-86).  
Suatu tindak kekerasan baik yang dilakukan terhadap orang dewasa 
atau terhadap anak-anak merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, 
yang dapat menimbulkan akibat sesudahnya bagi objek tindak kekerasan, 
dan menimbulkan ganjaran (reward) yang negatif bagi aktor yang 
melakukan tindak kekerasan.  
Konsep tentang ganjaran atau reward merupakan bentuk pemahaman 
dasar dari teori behavioral sociology. Perulangan tingkah laku tidak dapat 
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dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri (Ritzer, 1985: 
86). Proporsisi yang sederhana dapat digambarkan sebagai berikut, jika 
suatu tindak kekerasan mendatangkan reward negatif yang besar, maka 
seharusnya seseorang cenderung tidak mengulangi tindakan tersebut karena 
menimbulkan efek yang tidak baik bagi dirinya. 
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tentu saja merupakan 
tindakan yang merugikan bagi siapa saja yang menjadi korban. Kekerasan 
merupakan salah satu bentuk kontes kekuasaan orang dewasa terhadap anak 
yang di maksudkan agar anak merasa takut dan tunduk pada kemauan atau 
aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Kekerasan juga digunakan sebagai 
alat disiplin dan penghukuman dibanyak institusi termasuk institusi keluarga 
dan sekolah.  
Dalam teori yang dikemukakan oleh Johan Galtung, menyebutkan 
bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga 
realisasi jasmani dan mental aktual berada di bawah realisasi potensialnya. 
Ini artinya ada seseorang yang mempengaruhi dan cara mempengaruhinya. 
Jadi dapat dikatakan ada subyek, obyek, dan tindakan (dengan subyek dan 
obyeknya adalah manusia). Berikut ini adalah tipologi kekerasan menurut 
Johan Galtung    
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Gambar I 
Tipologi kekerasan menurut Johan Galtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Galtung : Kekuasaan & Kekerasan  
(Dalam Muktamar Padhiyani, 2008 : 27)  
 
Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dibagi menjadi 
6 dimensi yaitu kekerasan fisik dan psikologis. Dalam Kekerasan fisik, tubuh 
manusia disakiti secara jasmani. Sedangkan kekerasan psikologis adalah 
tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak. Ada 
pengaruh positif dan negatifnya, sistem orientasi imbalan yang sebenarnya 
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terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung 
manipulatif meskipun memberikan kenikmatan. Ada obyek atau tidak, dalam 
tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun 
tidak memakan koban tetapi membatasi tindakan manusia. Ada obyek atau 
tidak kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila 
tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak 
langsung sudah menjadi bagian struktur itu (struktur jelek) dan menampakkan 
diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang 
hidup tidak sama. Kekerasan yang dilakukan disengaja atau tidak, bertitik 
berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan 
unsur sengaja tentu saja tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekrasan 
struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, 
sengaja atau tidak kekerasan tetap kekerasan. Kekerasan itu tampak atau 
tersembunyi, kekerasan yang nyata atau tampak, baik yang personal maupun 
struktural dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sedangkan kekerasan 
tersembunyi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi bisa dengan mudah 
akan terkuak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu 
tidak stabil sehingga realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. 
Pemahaman Galtung tentang kekerasa lebih ditentukan pada segi akibat atau 
pengaruhnya pada manusia.  
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 3) Tinjauan Pustaka 
Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Indriyanto 
(2006) tentang Integrasi Topik HAM Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi. 
Adanya suatu anggapan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia telah 
diakomodasikan oleh undang-undang sistem pendidikan nasional (UU 
Sisdiknas), pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa ”setiap warga negara 
berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. 
Ketika pendidikan menjadi hak asasi manusia, maka kebutuhan akan 
pendidikan pada dasarnya sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia. 
Sebagaimana hal kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makan), dan 
papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan yang juga asasi. Dalam dunia 
modern peran pendidikan telah diambil alih oleh lembaga pendidikan. 
Munculnya lembaga pendidikan anak usia dini berupa tempat penitipan anak 
(TPA), play group, taman kanak-kanak merupakan bentuk realisasi pengambil 
alihan peran keluarga dalam memberikan pendidikan. Hak Asasi Manusia 
dalam konteks pendidikan, tidak hanya pada penyediaan fasilitas pendidikan 
bagi setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga penyediaan 
pendidikan yang bermutu sehingga warga negara yang telah mendapatkan 
pendidikan mendapatkan kehidupan yang layak. 
Namun dalam situasi krisis seperti ini, konteks kehidupan yang layak sulit 
diwujudkan oleh sebagian besar masyarakat. Seperti dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Rahesli Humsona (2006), dalam Situasi Krisis dan Munculnya 
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Fenomena Kekerasan. Krisis multidimensi yang membelit Indonesia hampir 
satu dasawarsa belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dalam kondisi 
itu, rakyat menghadapi kebutuhan untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup. 
Kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup yang justru dibarengi gelombang 
PHK menimbulkan frustasi, yang menjadikannya kian mudah meletupkan 
kekerasan. Aksi kekerasan yang bersumber dari situasi krisis dapat dipahami 
melalui pengertian kekerasan seperti diuraikan Galtung sebagai kekerasan 
struktural, yang tumbuh oleh adanya ketidakadilan sosial akibat kondisi 
struktur dalam masyarakat yang timpang. 
Segala bentuk kekerasan terutama yang melibatkan anak sebagai korban, 
akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perkembangan jiwa anak pada 
umumnya. Seluruh penelitian yang dilakukan di AS, Kanada, sejumlah negara 
Eropa, Korea Selatan, Jepang, dan Afrika Selatan itu menunjukkan semakin 
sering menerima kekerasan, maka semakin tinggi risiko kemungkinan bunuh 
diri. Hasil-hasil penelitian internasional menunjukkan kekerasan umum terjadi 
di mana saja. Sebanyak 9% sampai 4% anak-anak pernah mengalami 
kekerasan (Sumber : Media Indonesia On-Line). 
Antara kekerasan dan anak-anak tidak hanya menimbulkan resiko yang 
berbahaya resiko bunuh diri namun hal ini juga menimbulkan resiko yang 
menyakitkan bagi fisik anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh Julie L. 
Crouch, Joel S. Milner dan Cynthia Thomsen dalam hasil penelitiannya 
tentang Childhood Physical Abuse, Early Social Support, And Risk For 
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Maltreatment: Current Social Support As A Mediator Of Risk For Child 
Physical Abuse.  
Childhood physical abuse and early social support covaried, such that 
receipt of physical abuse was associated with lower levels of perceived early 
social support. Early support, but not child physical abuse, had an indirect 
effect (i.e., through current support) on child physical abuse risk. More 
specifically, levels of early support were directly related to adult perceptions 
of support, and adult perceptions of support were inversely associated with 
child physical abuse risk. Childhood physical abuse was directly related to 
child physical abuse risk. 
Low levels of early support may impact risk for child physical abuse by 
affecting perceptions of others as supportive in adulthood. The receipt of 
physical abuse in childhood, however, does not appear to impact perceptions 
of support in adulthood. Research is needed to identify additional factors that 
may explain the association between receipt of physical abuse in childhood 
and increased risk of child physical abuse in adulthood. 
 
Hasil penelitiannya yang dikutip dari www.questia.com/journals 
menyatakan bahwa penyalahgunaan fisik anak atau dengan kata lain 
kekerasan fisik terhadap anak akan mempengaruhi persepsi anak pada masa 
dewasa. Sikap anak di masa dewasa akan terpengaruh dengan resiko 
kekerasan yang pernah diterimanya ketika masa kanak-kanak. 
Hubungan antara situasi krisis dan kekerasan tidak hanya berdampak pada 
kehidupan sehari-hari, namun juga berdampak pada kondisi pendidikan saat 
ini, tidak hanya krisis ekonomi dan moneter, tapi juga krisis moral. Penelitian 
yang dilakukan oleh Assegaf (2002) tentang Kondisi dan Pemicu Kekerasan 
Dalam Pendidikan memberikan gambaran nyata tindak kekerasan dapat 
terjadi di lembaga pendidikan sebagai akibat adanya krisis multidimensi, 
namun lebih mengarah pada krisis moral. Adanya beberapa bentuk kekerasan 
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dalam pendidikan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa proses 
atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. 
Disinilah urgensi humanisasi pendidikan. Humanisasi pendidikan merupakan 
upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan 
cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak 
mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Pendidikan bukan hanya 
memberikan keleluasaan terhadap pengabdian spiritual, melainkan yang lebih 
penting lagi harus memungkinkan terselesaikannya berbagai peristiwa tragis 
kemanusiaan seperti penindasan, pembodohan, teror, radikalisme, 
keterbelakangan, dan permasalahan lingkungan. Agar wacana kemanusiaan 
tanpa kekerasan tetap dikedepankan dalam pendidikan, kurikulum harus 
menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis bagi 
peserta didik. Agar pendidikan berjalan tanpa kekerasan, maka perlu 
dipertimbangkan dalam sebuah lembaga pendidikan adalah nilai yang efektif, 
penerapan metode pembelajaran yang humanis, dan internalisasi nilai-nilai 
Islam, moral dan budaya nasional dalam keseluruhan proses pendidikan. 
Untuk itu, pemahaman yang cukup tentang pendidikan yang humanis perlu 
diketahui semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. 
Keterkaitan kebutuhan asasi manusia yaitu pendidikan, dengan adanya 
krisis multidimensi yang berdampak luas sehingga menimbulkan kekerasan 
merupakan fenomena yang sulit dipecahkan jika tidak ada kerjasama yang 
baik dari segenap masyarakat. Pendidikan dasar bagi seorang anak merupakan 
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cikal bakal bagi keberhasilan suatu bangsa, sehingga segala kepentingan 
menyangkut pendidikan perlu diutamakan.   
 
F. KERANGKA BERPIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
Lembaga pendidikan merupakan suatu tempat di mana di dalamnya memuat 
struktur yang terikat oleh sistem yang terpadu untuk mewujudkan pendidikan yang 
bermutu. Struktur lembaga pendidikan formal terdiri dari guru, siswa, serta tenaga 
kependidikan. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan, sikap dan perilaku guru dan 
siswa (sebagai pelaku utama dalam pendidikan), dipengaruhi oleh kondisi internal 
dan eksternal pendidikan. Kondisi internal pendidikan adalah kondisi yang terkait 
dengan kekurangan dan kelebihan dalam lembaga pendidikan, misalnya menyangkut 
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sistem kurikulum, penetapan aturan dan tata tertib lembaga pendidikan, serta 
menyangkut kebijakan yang ditetapkan dalam lembaga pendidikan. Sedangkan 
kondisi eksternal pendidikan yaitu, kondisi di luar sistem pendidikan, misalnya 
pengaruh lingkungan luar dan media massa. 
Keterkaitan antara struktur lembaga pendidikan, kondisi internal, serta kondisi 
eksternal pendidikan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam 
lembaga pendidikan bisa dianalogikan sebagai berikut, secara internal kondisi 
pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan, misalnya terkait dengan kebijakan 
yang menyangkut pembentukan aturan atau hukum di sekolah, sistem kurikulum, 
serta penetapan biaya pendidikan. Pembentukan aturan di sekolah dapat 
memunculkan cara yang berbeda-beda bagi setiap guru atau siswa dalam menyikapi 
dan melaksanakannya. Tanpa adanya sosialisasi yang tepat tentang aturan beserta 
sanksi yang dibentuk dalam lembaga pendidikan, maka hal ini akan memicu 
munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Kekerasan tersebut muncul 
bisa disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap aturan dalam lembaga pendidikan, 
hal ini merupakan cermin ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat di lembaga 
pendidikan dengan kondisi guru atau siswa, yang masuk dalam kategori kekerasan 
struktural. Hal lain bisa ditunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik, 
misalnya tindakan membatasi perilaku siswa oleh seorang guru dengan bentuk 
peringatan yang berlebihan disertai pemukulan, serta bentuk tindakan lain yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak penganiayaan yang disebabkan oleh kebrutalan sikap 
seorang guru terhadap siswanya, dengan dalih penertiban terhadap sikap siswa, ini 
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dapat dikategorikan sebagai kekerasan personal dalam bentuk kekerasan psikologis 
dan kekerasan fisik, karena terdapat unsur ancaman dan juga ada tindak pemukulan. 
Terkait kondisi eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut, jika seorang guru  
hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki pengaruh 
sikap kurang baik serta memiliki kontrol sosial yang lemah, maka akan dapat 
membentuk mental individu yang kurang baik pula. Jika dalam lembaga pendidikan 
terdapat guru yang memiliki latar belakang lingkungan dan bawaan sikap yang 
kurang baik maka akan berpotensi menimbulkan kekacauan yang mengarah pada  
tindak kekerasan sebagai bentuk pelampiasan atau refleksi atas kondisi dan latar 
belakang kehidupan guru yang kurang baik.  
Kondisi eksternal tidak hanya terbatas pada kondisi latar belakang sikap yang 
dibawa guru dari lingkungannya, namun kondisi eksternal juga menyangkut tentang 
latar belakang sosial ekonomi yaitu tentang kemiskinan, serta masalah sosial yang 
dibawanya dari luar lingkungan lembaga pendidikan. Jika permasalahan tentang 
buruknya kondisi latar belakang sosial ekonomi mempengaruhi sikap guru dalam 
menerapkan konsep pengajaran terhadap siswanya, sehingga memicu munculnya 
kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa, ini berarti menunjukkan rendahnya 
profesionalisme guru dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Hal tersebut tidak hanya 
merugikan siswa sebagai korban, namun juga berdampak buruk bagi sebuah lembaga 
pendidikan yaitu berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
pendidikan sebagai lembaga yang seharusnya menyelesaikan permasalahan secara 
edukatif. 
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G.  DEFINISI KONSEPTUAL 
1. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sadar dan 
sistematis, yang ditujukan kepada anak, dengan tujuan untuk mewariskan 
segala bentuk pengetahuan, sifat dasar dan tabiat yang baik dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. 
2. Lembaga pendidikan formal adalah tempat dimana proses pewarisan sifat 
dasar dan segala bentuk pengetahuan yang baik, yang dilakukan oleh guru 
terhadap siswa sebagai struktur utama dalam lembaga pendidikan formal. 
3. Kekerasan adalah suatu hal yang mengilustrasikan sifat keras, adanya 
pemaksaan, memuat kekuasaan, serta adanya pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia, yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dapat terjadi 
kapan saja dan dimana saja, dengan berbagai pemicu dan tujuan yang 
melatarbelakangi tindakan tersebut.  
4. Kekerasan dalam lembaga pendidikan formal adalah perilaku yang memuat 
pemaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang mengarah pada 
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal  
serta melibatkan struktur lembaga pendidikan formal.   
 
H. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang 
mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret 
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kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan 
(Sutopo, 2002 : 110). Jenis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana gambaran kondisi, latar belakang serta penyelesaian yang tepat 
tentang suatu tindak kekerasan dalam lembaga pendidikan formal yang 
dilakukan oleh guru terhadap siswa Sekolah Dasar di Surakarta.  
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini mengambil lokasi Sekolah Dasar yang terdapat di 
Surakarta. Lokasi tersebut dipilih dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 
Pertama, jumlah siswa dan guru Sekolah Dasar di Surakarta cukup banyak 
sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Kedua, lingkungan tempat tinggal peneliti dekat dengan beberapa Sekolah 
Dasar sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara 
mendalam terhadap aktifitas yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam 
lembaga pendidikan. Ketiga, peneliti berdomisili di Kota Surakarta, sehingga 
mengenal karakteristik kota ini dengan baik, khususnya tentang struktur dan 
sistem dalam lembaga pendidikan formal yang menjadi obyek kajian dalam 
penelitian ini. 
3. Sumber Data 
 Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 
dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari 
beragam sumber data. Jenis sumber data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini meliputi :  
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a) Informan atau narasumber, yang terdiri dari guru dan siswa sebagai 
struktur utama dalam lembaga pendidikan. 
b) Tempat dan peristiwa yang terdiri dari lingkungan lembaga pendidikan 
serta kegiatan belajar mengajar dan semua aktifitas yang dilakukan oleh 
guru dan siswa dalam lembaga pendidikan. 
c) Studi literatur, data Pemerintahan Kota Surakarta, dan data dari Badan 
Pusat Statistik Kota Surakarta. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Teknik Observasi Tidak Berpartisipasi (Non Participant Observer)  
Yaitu proses mengamati, memahami, mencatat perilaku yang relevan 
dan kondisi lingkungan yang tersedia di lokasi penelitian, dimana 
peneliti hanya mengamati belaka dan tidak terlibat dalam kegiatan 
aktor yang diamati. Dalam hal ini yang menjadi objek pengamatan 
adalah aktifitas guru dan siswa ketika berada dalam lembaga 
pendidikan formal. 
2) Wawancara Mendalam (In-depth Interview) 
Wawancara jenis ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, tetapi 
dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang semakin memfokus 
sehingga informasi tentang kekerasan oleh guru terhadap siswa yang 
dikumpulkan cukup mendalam dan dapat memenuhi kuota informasi 
yang dibutuhkan oleh peneliti. Kelonggaran cara ini akan mampu 
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mengorek kejujuran para siswa dan guru sebagai objek penelitian 
dalam memberikan keterangan tentang adanya latar belakang dan 
bentuk-bentuk tindak kekerasan, tanpa memaksakan kehendak kita 
dalam mengajukan pertanyaan.  
  3)  Mencatat dokumen  
   Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber 
dari dokumen dan arsip yang terdapat di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olah Raga Kota Surakarta, Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Kota Surakarta (Bapermas, PP, PA dan KB Kota 
Surakarta), serta Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 
 5. Teknik Pengambilan Sampel 
  Dalam penelitian kualitatif ini, teknik sampling yang digunakan adalah 
purposiv sampling. Purposive sampling dipandang lebih mampu menangkap 
kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak 
tunggal (Sutopo, 2002 : 36). Dalam hal ini peneliti akan memilih informan 
yang dipandang paling tahu yaitu siswa dan guru sebagai struktur utama 
dalam lembaga pendidikan, informan yang dipilih diharapkan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam 
memperoleh data tentang bentuk-bentuk, latar belakang, serta penyelesaian 
atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dalam 
lembaga pendidikan formal. 
   
32 
6. Validitas Data 
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 
kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh 
karena itu peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat 
untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, 
cara yang dipilih peneliti untuk pengembangan validitas data penelitian adalah 
dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber dan metode. Trianggulasi 
sumber mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, peneliti 
wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang 
sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa 
sumber data yang berbeda. Sedangkan trianggulasi metode menekankan pada 
perbedaan teknik pengumpulan data. 
        informan 1 
data  wawancara     informan 2 
          informan 3 
 
      atau : 
 
        wawancara   informan 
data             content analysis            dokumen / arsip 
      observasi   aktivitas 
Sumber : (Sutopo, 2002 : 78-80) 
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7. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
proses analisis interaktif dengan menggunakan tiga komponen analisis yaitu :  
1) Reduksi Data (Data Reduction) 
Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi berlangsung 
terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung di lapangan.  
2) Penyajian Data (Data Display) 
Adalah suatu perakitan organisasi informasi yang memungkinkan riset 
dapat dilakukan. Data display meliputi berbagai jenis matrik, gambar, 
jaringan kerja dan tabel semua dirancang guna menggabungkan 
informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diamati. 
3) Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Penarikan kesimpulan adalah hanya sebagian dari konfigurasi yang 
utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
berlangsung yaitu dengan cara merefleksi kembali apa yang kembali 
ditemukan serta bertukar pikiran dengan orang lain untuk memperoleh 
kebenaran. 
 Dalam model analisis ini, aktivitas dari  ketiga komponennya 
dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu 
proses siklus. Dalam melaksanakan proses ini peneliti aktivitasnya tetap 
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bergerak di antara komponen analisis dengan pengumpulan datanya selama 
proses pengumpulan data masih berlangsung. Kemudian selanjutnya peneliti 
hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut sesudah 
pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan menggunakan waktu 
yang masih tersisa dalam penelitian.  
 
Model Analisis interaktif 
 
       
 
 
 
  
 
 
 
Sumber : (Sutopo , 2002 : 96) 
 
 
 
 
 
Pengumpulan Data 
Reduksi data 
Penarikan kesimpulan 
Sajian data 
   
35 
BAB II 
DESKRIPSI LOKASI 
 
A. Keadaan Umum Kota Surakarta 
 1.  Sejarah Kota Surakarta 
Surakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan dan kesenian Jawa di 
Indonesia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan dua keraton di Surakarta, yaitu 
Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran. Kedua Keraton ini 
merupakan sumber budaya Jawa yang adiluhung dan telah banyak 
memberikan warna kehidupan dalam bidang seni dan budaya pada masyarakat 
Surakarta dan sekitarnya. (Pemerintah Daerah Kota Surakarta, 1995 : 20) 
Sejarah Kota Surakarta berawal pada tanggal 17 Suro 1670 atau 17 
Februari 1745 di mana Kerajaan Mataram Islam yang pada saat itu dipimpin 
oleh Paku Buwono II yang memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartosuro ke 
sebuah desa kecil di tepi Bengawan Sala yang bernama desa Sala. Orang yang 
pertama kali melakukan babad alas adalah Ki Gede Sala yang makamnya ada 
di dalam beteng. Menurut perhitungan di desa Sala inilah Keraton akan 
mencapai Kebesaran dan Kemakmuran. Sejak saat itu Sala berubah nama 
menjadi Surakarta Hadiningrat. 
Selanjutnya kekuasaan Kerajaan Mataram terus menyusul. Politik adu 
domba yang dilancarkan VOC menyebabkan Mataram terpecah menjadi dua 
bagian, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta melalui perjanjian 
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Giyanti 13 Februari 1753. Karena terjadi perselisihan suksesi, kemudian 
lahirlah perjanjian Salatiga yang menyatakan bahwa Surakarta dibagi menjadi 
dua Kerajaan, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. 
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem pemerintahan di 
Negara Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta berhak 
mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri di Kota Surakarta. Secara 
de facto, Kota Surakarta terbentuk pada tanggal 16 juni 1746 dengan daerah 
meliputi bekas swapraja kasunanan dan mangkunegaran. Namun secara 
yuridis Kota Surakarta baru terbentuk berdasarkan ketetapan Pemerintah 
tahun 1949 No. 16/SD yang diumumkan tanggal 15 Juli 1946. Setelah 
Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1945. Surakarta yang sebelumnya 
menggunakan sistem pemerintahan kerajaan diubah menjadi Ibu Kota 
Karisidenan pada tahun 1905. 
Adapun perkembangan perubahan yang terjadi di Kota Surakarta yakni : 
a. Kota Surakarta     (1946 – 1947) 
b. Haminte Surakarta    (1947 – 1948) 
c. Kota Besar Surakarta    (1948 – 1957) 
d. Kotapraja Surakarta     (1957 – 1965) 
e. Kotamadya Surakarta     (1965 – 1974) 
f. Kotamadya Dati II Surakarta   (1974 – 1999) 
g. Pemerintah Kota Surakarta    (1999 – Sekarang) 
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Surakarta diterapkan sebagai Ibu Kota Daerah Tinggkat II Kota Praja, 
sekarang berstatus sebagai Kotamadya. Hingga saat ini Surakarta telah 
berkembang dengan pesat menjadi kota besar yang berfungsi sebagai pusat 
administrasi tingkat regional, sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata, 
budaya dan olah raga. 
Berdasarkan status administrasinya, nama Sala atau Solo lebih populer, 
sedangkan sebutan Surakarta lebih bernuansa formal-birokratis. Sejarah Kota 
Surakarta yang bernuansa feodal, memberi andil bagi perkembangan budaya 
patriarki masyarakatnya hingga saat ini. Hal ini tidak begitu mengherankan 
jika menengok sejarah berdirinya Kota Surakarta yang sebelumnya memang 
bernama Sala. 
 2.  Keadaan Alam Kota Surakarta 
Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan ”Kota Solo” 
merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan air laut 
dan dilalui oleh Sungai Pepe, Anyar, dan Jenes yang kesemuanya tersebut 
bermuara di Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang 
terpanjang di Pulau Jawa, sehingga Sungai Bengawan Solo ini adalah salah 
satu kebanggaan yang dimiliki oleh Kota Surakarta. 
Wilayah Kota Surakarta secara umum keadaannya datar, untuk bagian 
utara dan timur agak bergelombang, jenis tanah sebagian tanah liat berpasir 
termasuk regosol kelabu dan alluvial. Di wilayah utara tanah liat gromosol 
serta wilayah bagian timur laut letosol mediteran. Iklim tropis di Surakarta 
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mengalami dua kali pergantian musim dalam setahun. Pada musim kemarau 
di tempat-tempat yang terbasah masih menunjukkan curah hujan diatas 
minimum pada musim hujan. Keadaan iklim pada daerah ini memiliki suhu 
maksimum 32,5°C dan suhu minimum 21,9°C, rata-rata tekanan udara 1010,9 
MBS, kelembaban udara berkisar antara 71 % sampai dengan 87 %, kecepatan 
anginnya 0,4 knot, arah anginnya 240° dengan curah hujan 25,47Mm. 
Letak Kota Surakarta juga sangat strategis, yaitu berada diantara dua 
gunung maupun pegunungan, yaitu Gunung Lawu di bagian Timur, tepatnya 
di Tawangmangu ( Kabupaten Karanganyar ) serta di bagian Barat adalah 
Gunung Merapi dan Merbabu, yang tepatnya berada di Selo (Perbatasan 
Kabupaten Boyolali dan Magelang). Dengan terlihatnya dua gunung yang 
mengapit Kota Surakarta ini, akan menambah keindahan panorama saat 
berkendara di Kota Surakarta, tetapi setidaknya kita dapat menikmati 
keindahan alam tersebut. 
3. Letak dan Luas Kota Surakarta 
Menurut keadaan astronomi, Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 
15’’ dan 110° 45’ 35’’ Bujur Timur dan antara 7° 36’ dan 7° 56’ Lintang 
Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar Jawa Tengah yang 
menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. 
Batas-batas wilayah Kota Surakarta yaitu antara lain : 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
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c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km² yang terbagi menjadi 
lima Kecamatan, yaitu : 
a. Kecamatan Laweyan 
b. Kecamatan Banjarsari  
c. Kecamatan Pasar Kliwon 
d. Kecamatan Jebres 
e. Kecamatan Serengan 
 Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 
61,68 %. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi juga memakan tempat yang 
cukup besar yaitu berkisar 20 % dari luas lahan yang ada. 
 Wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 Kecamatan dari 51 
Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT sebanyak 2.669, 
dengan jumlah KK  sebesar 130.440 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT 
berkisar sebesar 49 KK. Tabel berikut ini akan memperlihatkan jumlah 
Kelurahan, RT, RW dan Kepala Keluarga yang berada di Kota Surakarta serta 
memperlihakan luas tanah yang dimiliki oleh Kota Surakarta, beserta rincian 
penggunanya. 
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Tabel I 
BANYAKNYA KELURAHAN, RT, RW, DAN KEPALA KELUARGA DI 
KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 
     Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
  Dari data di atas tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di 
Kecamatan Banjarsari, karena di Kecamatan Banjarsari juga terdapat jumlah 
Kelurahan paling banyak yaitu ada 13 Kelurahan yang terdiri dari 169 RW dan 
851 RT. Hal ini juga didukung dengan luas wilayah dan luas tanah yang paling 
besar dibandingkan dengan empat Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Laweyan, 
Serengan, Pasar Kliwon, serta Jebres.  
  Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Sekolah Dasar yang 
terdapat diantara lima wilayah kecamatan di Kota Surakarta. Tabel berikut akan 
memperlihatkan jumlah Sekolah Dasar yang tersebar di 5 wilayah Kecamatan di 
Kota Surakarta. 
 
 
 
 
Kecamatan Kelurahan RW RT Kepala 
Keluarga 
Laweyan 11 105 454 24.611 
Banjarsari 13 169 851 39.281 
Pasar Kliwon 9 100 424 20.709 
Jebres 11 149 631 32.208 
Serengan 7 72 309 13.631 
Kota 51 595 2.669 130.440 
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Tabel II 
SEKOLAH DASAR DI WILAYAH KECAMATAN DI KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2007 
 
No. Kecamatan Jumlah Sekolah Dasar 
1 Laweyan 57 
2 Banjarsari 82 
3 Serengan 32 
4 Pasar Kliwon 53 
5 Jebres 57 
Jumlah 281 
Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
 
Dari data tersebut, jika melihat jumlah Sekolah Dasar di Kota Surakarta 
yang cukup banyak yaitu sejumlah 281 Sekolah Dasar, akan memudahkan 
peneliti dalam memilih lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi 
dari tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, 
serta Kecamatan Serengan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dipilih peneliti 
dengan melakukan observasi terlebih dahulu agar ditemukan data yang mengarah 
pada kebutuhan informasi tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Lokasi 
penelitian yang dipilih merupakan lokasi yang cukup menyebar di wilayah Kota 
Surakarta, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup luas 
tentang dunia pendidikan. 
B. Keadaan Demografi Penduduk Kota Surakarta 
 1.  Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Beserta Rasio 
  Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 
2007 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 515.372 jiwa dengan rasio 
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jenis kelamin sebesar 91,42 yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk 
perempuan terdapat sebanyak 92 penduduk laki-laki. Tabel berikut ini akan 
memperlihatkan jumlah penduduk Kota Surakarta menurut jenis kelamin 
Tahun 2007 : 
Tabel III 
JUMLAH PENDUDUK KOTA SURAKARTA MENURUT JENIS KELAMIN 
TAHUN 1990 – 2007 
  Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
Data tersebut menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dengan 
jumlah laki-laki yang menjadi penduduk Kota Surakarta, namun budaya 
patriarkhi yang sudah tertanam di Kota Surakarta tetap terjaga. Hal inilah yang 
menandakan bahwa kekuasaan dan aksesibilitas laki-laki lebih luas dibandingkan 
dengan perempuan, yang berakibat sering memicu munculnya kasus kekerasan 
yang banyak membawa korban khususnya bagi wanita.   
2.   Penduduk Kota Surakarta Menurut Tingkat Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber 
daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan 
sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Tabel berikut akan 
Jenis Kelamin 
Perempuan Laki-laki 
JUMLAH 
269.240 246.132 515.372 
TAHUN 2007 
RASIO 91,42 
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memperlihatkan banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas menurut pendidikan 
tertinggi yang ditamatkan di Kota Surakarta tahun 2007. 
Tabel IV 
PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN 
TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 
       Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di 
Surakarta usia 5 tahun ke atas menamatkan pendidikan pada tingkat SMU sampai 
dengan S2 yaitu sebanyak 190.376. Hal ini berarti bahwa kebutuhan masyarakat 
Kota Surakarta terhadap pendidikan masih berada pada taraf yang cukup tinggi.   
Besar atau kecilnya kebutuhan serta minat penduduk Kota Surakarta  
terhadap pendidikan, dapat dilihat melalui partisipasi penduduk Kota Surakarta 
terhadap pendidikan. Tabel berikut akan memperlihatkan banyaknya penduduk 
usia sekolah menurut partisipasi sekolah, dan jenis kelamin di Kota Surakarta 
tahun 2007. 
JENIS KELAMIN No PENDIDIKAN 
TERTINGGI Laki-laki Perempuan 
JUMLAH 
1 Tidak Punya Ijasah SD 35.616 40.068 75.684 
2 Sekolah Dasar 40.704 51.092 91.796 
3 SMP Umum / Kejuruan 42.824 43.248 86.072 
4 Madrasah Tsanawiyah 212 636 848 
5 SMU 49.820 42.824 92.644 
6 Madrasah Aliyah 1.696 636 2.332 
7 SMK 19.080 20.988 40.068 
8 D I / II 2.120 4.028 6.148 
9 D III / Sarmud 9.752 8.692 18.444 
10 D IV / S 1 16.112 12.296 28.408 
11 S2 / S3 1.696 636 2.332 
Jumlah 219.632 225.144 444.776 
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Tabel V 
BANYAKNYA PENDUDUK USIA SEKOLAH MENURUT PARTISIPASI 
SEKOLAH, DAN JENIS KELAMIN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 
Menurut hasil SUSENAS 2007 ada sebanyak 3,7 % penduduk usia 7 – 15 
tahun yang putus sekolah. Sementara itu yang belum pernah sekolah mencapai 
0,53 % dari jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun. Dari hasil tersebut menunjukkan 
bahwa partisipasi penduduk terhadap pendidikan masih cukup tinggi, hal ini 
mencerminkan adanya minat dan kesadaran yang baik dari penduduk terhadap 
pentingnya pendidikan bagi semua generasi.  
Walaupun banyak ditemukan berbagai kasus tentang kekerasan dalam 
dunia pendidikan, namun partisipasi penduduk terhadap pendidikan masih berada 
JENIS KELAMIN Umur 
Sekolah 
PARTISIPASI 
SEKOLAH Laki-Laki Perempuan 
TOTAL 
Tdk/Belum Pernah Sekolah - - - 
Masih Sekolah 24.804 26.500 51.304 7 – 12 
Tdk Sekolah Lagi 212 212 424 
Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun 25.016 26.712 51.728 
Tdk/Belum Pernah Sekolah 424 - 424 
Masih Sekolah 12.932 11.024 23.956 13 – 15 
Tdk Sekolah Lagi 1.484 1.060 2.544 
Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun 14.840 12.084 26.924 
Tdk/Belum Pernah Sekolah - - - 
Masih Sekolah 11.024 12.720 23.744 16 – 18 
Tdk Sekolah Lagi 2.120 3.392 5.512 
Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun 13.144 16.112 29.256 
Tdk/Belum Pernah Sekolah 424 - 424 
Masih Sekolah 11.448 8.692 20.140 19 – 24 
Tdk Sekolah Lagi 15.900 19.716 35.616 
Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun 27.772 28.408 56.180 
Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2007 
   
45 
pada taraf yang cukup tinggi. Hal ini terkait erat dengan pentingnya manfaat 
pendidikan bagi masa depan untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik.  
C. Keadaan Sosial Ekonomi Kota Surakarta 
Kondisi perekonomian Kota Surakarta lebih bertumpu pada sektor 
industri, perdagangan serta pariwisata. Kekayaan budaya mendorong penduduk 
Kota Surakarta untuk dapat menciptakan dan mengembangkan produk budaya 
antara lain dalam bentuk kerajinan tradisional, batik, serta produk kuliner 
tradisional yang mampu menyerap perhatian publik baik lokal maupun 
mancanegara.  
Tiga potensi yang dimiliki industri, perdagangan serta pariwisata inilah 
yang mampu menjadi sektor perekonomian utama di Kota Surakarta karena 
mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak yaitu sebesar 11.764 orang 
pada tahun 2006.  
D. Deskripsi Sekolah Dasar di Kota Surakarta 
Kota Surakarta memiliki jumlah Sekolah Dasar yang cukup banyak yaitu 
sejumlah 281, yang tersebar di Lima wilayah Kecamatan. Sekolah Dasar yang ada 
di wilayah Surakarta terdiri dari Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, 
dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 
Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah SD Negeri Pringgolayan 
yang terdapat di Kecamatan Laweyan dan SD Negeri Mangkuyudan yang 
terdapat di Kecamatan Laweyan. Lokasi penelitian yang menyebar diharapkan 
   
46 
dapat memenuhi kebutuhan informasi peneliti tentang kekerasan dalam lembaga 
pendidikan. 
Tabel berikut akan memperlihatkan jumlah siswa dan guru dari masing-
masing Sekolah Dasar yang menjadi lokasi penelitian : 
Tabel VI 
LOKASI, JUMLAH SISWA DAN JUMLAH GURU  
SEKOLAH DASAR LOKASI PENELITIAN 
 
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga UPT. Laweyan dan UPT. 
Serengan. 
 
Dari dua lokasi Sekolah Dasar tersebut memiliki gambaran tipe kondisi 
yang berbeda-beda, hal ini berhubungan dengan struktur dan sistem yang dimiliki 
setiap sekolah yang juga berbeda-beda. Secara umum kondisi pendidikan 
khususnya Sekolah Dasar di Kota Surakarta masih belum dapat dikatakan baik. 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah guru pada setiap lokasi Sekolah Dasar 
dapat dikatakan belum memenuhi kebutuhan dari masing-masing Sekolah. Dari 
hal inilah dapat ditemukan salah satu kekurangan dari sebuah struktur pendidikan 
di Kota Surakarta yaitu kurangnya jumlah guru yang sesuai dengan jumlah siswa 
dalam setiap lokasi Sekolah Dasar.  
Jumlah Siswa Nama Sekolah 
Dasar 
Lokasi 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
Guru 
SD Pringgolayan 
No 198 
Pringgolayan Rt. 02 / VIII 
Surakarta 
99 81 8 
SD Mangkuyudan 
No. 02 
Jln. Samanhudi No. 54 
Surakarta 
76 89 10 
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Adanya ketimpangan antara kondisi sosial guru dengan beban mengajar 
akan mengarah pada suatu tekanan sosial. Hal ini akan menyebabkan munculnya 
bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya 
antara lain pemukulan, perploncoan dan hukuman yang menyebabkan sakit pada 
tubuh, kekerasan mental dalam bentuk penghinaan, pelecehan, dan diskriminasi 
terhadap siswa yang berkebutuhan khusus, serta munculnya kekerasan seksual 
dalam bentuk pemerkosaan dan pelecehan seksual ( Raharjo, 2005 : 38 ). 
Secara umum kebutuhan utama dalam pendidikan adalah terciptanya 
kondisi yang seimbang antara struktur dengan sistem yang berlaku di setiap 
Sekolah Dasar di Surakarta. Hal inilah yang dapat membantu menciptakan 
kondisi harmonis di lingkungan Sekolah Dasar.  
Jika dilihat dari lokasi setiap Sekolah Dasar maka dapat dikatakan bahwa 
lokasi tersebut mudah terjangkau bagi setiap siswa maupun guru. Berdasarkan 
hasil observasi, siswa maupun guru bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi siswa, 
hal ini seharusnya memperkecil kemungkinan antara guru dengan siswa 
mengalami keterlambatan untuk datang ke sekolah, sehingga hal tersebut juga 
memperkecil kemungkinan terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah dan juga 
memperkecil kemungkinan adanya hukuman yang mengarah pada tindak 
kekerasan oleh guru terhadap siswanya dengan alasan keterlambatan. 
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BAB III 
KEKERASAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL 
 
A. Kondisi Lembaga Pendidikan (Sistem dan Struktur) 
Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi lingkungan sekolah dasar, 
dalam hal ini peneliti melakukan observasi mulai dari jam masuk sekolah yaitu 
pukul 06.55 WIB sampai dengan jam pulang sekolah yaitu pukul 13.00 WIB. 
Lokasi yang pertama di SD Negeri Pringgolayan yang tidak begitu jauh dengan 
tempat tinggal peneliti, sehingga dapat melakukan observasi secara rutin. 
Kemudian dilanjutkan ke SD Negeri Mangkuyudan.  
SD Negeri Pringgolayan dan SD Negeri Mangkuyudan, merupakan 
lembaga pendidikan yang sama-sama memiliki struktur utama yaitu guru dan 
siswa, serta memiliki sistem yang berlaku didalamnya, baik menyangkut sistem 
kurikulum, sistem tata tertib serta sistem kebijakan biaya pendidikan. Namun 
setiap lokasi penelitian tersebut memiliki perbedaan kondisi yang dapat dilihat 
melalui pengamatan yang dilakukan sebelum memasuki lapangan penelitian.    
Pada umumnya siswa dan guru di Sekolah Dasar yang menjadi lokasi 
tujuan penelitian, bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi sekolah. Secara umum, 
kondisi Sekoloah Dasar tersebut memiliki kondisi yang belum sepenuhnya dapat 
dikatakan baik, karena struktur yang ada di dalamnya belum terdukung dengan 
fasilitas pendidikan yang memadahi. Fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan 
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belajar mengajar seperti sarana olah raga, sarana kesenian, dan sarana ibadah 
belum sepenuhnya memiliki kondisi fisik yang baik.  
Setiap Sekolah Dasar selalu memiliki sistem yang berlaku di dalamnya. 
Sistem pendidikan yang berlaku di Sekolah Dasar yang merupakan lokasi tujuan 
dalam penelitian ini tidak hanya mengarah pada penyampaian materi oleh guru 
kepada siswa, namun juga memiliki sistem tata tertib yang berlaku di dalamnya, 
yang ditujukan bagi struktur utamanya yaitu guru dan siswa. Tata tertib yang 
dibuat setiap sekolah dasar bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tidak hanya 
bagi siswa namun juga guru. Namun tata tertib yang dibuat di Sekolah Dasar juga 
harus disesuaikan dengan kondisi siswa dan guru, agar setiap peraturan yang 
dibuat dalam sekolah dasar tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga tidak 
menghambat proses belajar mengajar di sekolah dan tidak menimbulkan 
ketimpangan antara sistem yang berlaku di sekolah dengan kondisi struktur dalam 
lembaga pendidikan. Jika di dalam lembaga pendidikan formal terdapat 
ketimpangan kondisi antara struktur dan sistem maka hal ini akan dapat memicu 
adanya tindak kekerasan. 
Secara umum, terjadinya tindak kekerasan di lokasi penelitian, memiliki 
keterkaitan dengan kondisi yang tidak seimbang baik itu menyangkut kondisi 
internal guru maupun kondisi eksternal yang dapat mendorong terjadinya tindak 
kekerasan. Assegaf memberikan penjelasan bahwa unsur kondisi berada di luar 
kasus dan tidak bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan dalam pendidikan 
secara langsung, namun unsur kondisi dapat mendorong terjadinya suatu tindak 
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kekerasan oleh guru terhadap siswa, meskipun kondisi tersebut melibatkan hal-hal 
di luar sistem pendidikan.  
Kondisi latar belakang sosial ekonomi guru yang kurang baik di salah satu 
lokasi penelitian, telah mempengaruhi pola perilaku guru dalam menerapkan 
konsep pendidikan terhadap siswanya. Jika latar belakang sosial ekonomi yang 
buruk menyebabkan guru memiliki pola perilaku yang buruk pula, maka hal 
tersebut dapat mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap siswanya seperti 
yang terjadi di lokasi penelitian. Walaupun tidak secara langsung berhubungan 
dengan sistem pendidikan, namun kekerasan yang terjadi melibatkan pelaku dan 
korban yang merupakan bagian dari struktur pendidikan.  
Berikut adalah gambaran kondisi dari pelaku tindak kekerasan terhadap 
siswa. Pak JK merupakan salah satu guru di lokasi penelitian yang khusus 
mengajar keterampilan mulai dari siswa kelas satu sampai dengan siswa kelas 
enam. Waktu pertama kali peneliti bertemu dengan Pak JK, hal yang pertama kali 
peneliti tangkap adalah pribadi Pak JK yang banyak mengeluarkan gurauan 
dengan peneliti. Untuk menghindari suasana yang terkesan interogasi, maka 
peneliti berusaha bersikap ramah dan berusaha menggali data dengan cara 
mengarahkan informan agar bersedia menceritakan tentang latar belakang 
keluarganya saat ini. 
”Kalau kondisi keluarga ya sederhana, baik-baik saja, saya punya anak 4. 
istri saya jualan di pasar, yang satu cuma di rumah. Jangan kaget ya, istri 
saya ada dua...hehehehehe. Kalau ekonomi, ya pas-pasan banget. Nek 
ndak dibantu istri jualan, ya ndak cukup. Saya juga sering cari orderan lain 
setelah dari sekolah.” 
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Pak JK memiliki latar belakang yang agak berbeda dengan guru-guru di 
salah satu lokasi penelitian. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ternyata 
Pak JK memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak. Walaupun Pak JK 
sudah cukup lama mengajar di Sekolah Dasar, namun status pekerjaannnya masih 
Wiyata Bhakti dan belum memperoleh sertifikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
”Dulu saya lulus SPG itu tahun 1987, kemudian saya dapat SK (Surat 
Keputusan) Wiyata Bhakti tahun 1988, sejak itu saya mulai mengajar di 
SD ini.” 
 
Pengalaman Pak JK tentang kondisi yang dialaminya ketika menjadi siswa 
Sekolah Dasar, menurutnya saat ini sangat berbeda dengan apa yang dilihat pada 
siswanya saat ini. Perbedaan-perbedaan itu dia jelaskan dengan jawaban yang 
mengarah pada perbedaan sikap siswa saat ini dengan sikapnya ketika ia menjadi 
siswa Sekolah Dasar waktu dulu. 
”Dulu kondisi keluarga saya tu pas-pasan banget, wong mau sekolah saja 
wong tua itu gak mampu yang baik. Sekolahnya cuma sak-sak’e. Sing 
penting bisa sekolah. Saya sekolahnya di SD kristen gemblegan. Dulu 
beda sama sekarang. Saya dulu takut baget sama Guru, lha kok sekarang 
malah banyak yang gak ngajeni guru. Sekarang tu banyak siswa yang 
manja gak seperti dulu waktu saya sekolah, apa-apa susah aja.” 
 
Pak JK sering mengungkapkan kekecewaannya terhadap siswa Sekolah 
Dasar saat ini yang kurang memiliki kepatuhan terhadap guru-gurunya di sekolah. 
Menurutnya sikap anak terbentuk berdasarkan apa yang dipelajari dari orang 
tuanya. 
”Kalau bahasa kasarnya orang tua dulu tu otoriter sama anak-anaknya ya 
termasuk saya ini. Didikannya keras lah sama saya. Ya walaupun sekarang 
saya tau, kalau itu tujuannya baik sama saya. Dulu pas SD tu saya banyak 
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diatur sama orang tua, tapi kalau anak-anak sekarang kan gak gitu, malah 
anak-anak yang banyakan minta ini itu.” 
 
Bagi Pak JK peran orang tua dan guru dalam membentuk moral yang baik 
seorang anak sangat penting. Menurutnya kondisi siswa yang paling baik adalah 
siswa yang menghormati gurunya, karena guru merupakan ujung tombak bagi 
terwujudnya cita-cita sebagaimana yang dijelaskannya. 
”Menurut saya guru itu adalah suatu tugas, tidak cuma mengajar tapi 
mendidik, membimbing. Kan semua orang punya cita-cita, lha guru itu 
ujung tombaknya yang bisa bantu mewujudkan cita-cita. Perannya ya itu 
tadi bisa membantu mewujudkan cita-cita.” 
 
Tugas guru yang tidak hanya sebatas menyampaikan pelajaran disadarinya 
sebagai tugas yang cukup berat. Namun terkadang dia merasa tidak adil dengan 
kondisinya yang belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selama 11 
tahun ini dia berstatus sebagai Wiyata Bhakti (WB) dengan gaji yang kurang 
mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga yang menjadi 
tanggungannya. 
”Sebelum jadi guru saya ndak ada profesi lain. Kalau sekarang itu 
kebutuhan saya banyak sekali. Jadi ya nyambi reparasi sepeda, terus kalau 
disuruh-suruh tetangga benahin listrik saya juga mau, sama nyambi narik 
becak. Nek ndak gitu ya ndak cukup. Buat saya jadi guru itu panggilan 
jiwa, jadi saya punya semangat buat ngajar, ya pokoknya suka lah.” 
 
Profesi yang dijalaninya saat ini bukan suatu pekerjaan pokok yang dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya, walaupun saat ini dia masih 
bertahan sebagai guru Sekolah Dasar. Selama menjadi guru dia menyatakan 
banyak kendala yang dihadapi. Sebagian besar kendala yang dihadapinya adalah 
kondisi siswa yang menurutnya susah diatur.  
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”Wah banyak, kalau kendala saya rasa banyak. Dari siswa sini, kan disini 
susah diatur. Anak jaman sekarang tu rasa sopan santunya sama guru udah 
luntur, jadi susah ngajari hal-hal baik. Terus hambatan lain tu masalah 
gaji WB, kan dikit, ya kalau dihitung tu ndak cukup buat ngopeni anak 4, 
yang mbarep SMP, yang nomer dua masih SD, yang lain masih kecil-
kecil, biayanya banyak. Saya nunggu-nunggu diangkat CPNS dari dulu, 
ndak diangkat-angkat.” 
 
Selama menjadi guru tentunya selalu ada kendala-kendala yang dihadapi, 
namun apa yang  menjadi kendala Pak JK selama mengajar merupakan kendala 
yang wajar dihadapi oleh seorang guru, mengingat bahwa anak usia Sekolah 
Dasar adalah anak yang memerlukan bimbingan dasar baik dari keluarganya di 
rumah maupun dari gurunya di sekolah, sebelum anak tersebut mencapai masa 
peralihan atau mencapai masa pubertas.  
Pernyataan Pak JK tentang kendala yang dihadapinya selama menjadi 
guru tidak hanya sebatas pada sikap dan perilaku siswanya, namun juga terkait 
statusnya yang masih menjadi Wiyata Bhakti. Hal ini terkait dengan masalah gaji 
guru Wiyata Bhakti yang nilainya masih di bawah rata-rata gaji guru, sedangkan 
jumlah kebutuhan dan tanggungan keluarganya cukup banyak.  
Permasalahan tentang status pekerjaan yang disandang setiap guru tidak 
dapat diubah oleh pihak interen sekolah, namun hal ini merupakan kewenangan 
pemerintah yaitu melalui peluang tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). 
Kondisi sosial ekonomi yang kurang baik dari Pak JK secara tidak 
langsung dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam mendidik siswa-
siswanya di sekolah. Berbagai keluhan yang dihadapi ketika menjalani profesi 
menjadi guru, keluhan tentang status pekerjaan dan gaji yang di bawah rata-rata 
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serta keluhan tentang kondisi siswa yang tidak sesuai harapannya dapat 
mendorong terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Walaupun 
kondisi yang menyangkut latar belakang sosial ekonomi guru merupakan hal yang 
berada di luar sistem pendidikan, namun hal tersebut tetap dapat dikatakan 
sebagai kekerasan dalam lembaga pendidikan karena melibatkan oknum guru dan 
siswa sebagai bagian dalam lembaga pendidikan, dan tindakan tersebut terjadi di 
dalam lingkungan lembaga pendidikan. 
Gambaran lain tentang kondisi guru yang kurang baik yang dapat 
mendorong terjadinya tindak kekerasan adalah tentang latar belakang kondisi 
sosial Pak NGD salah satu guru kelas di salah satu lokasi penelitian. Sosoknya 
suka bercerita dan memiliki karakter yang tegas. Pak NGD adalah anak dari 
seorang petani yang berasal dari Kota Yogyakarta. Sejak kecil dia hidup dalam 
kondisi ekonomi yang kurang mampu. Orang tuanya selalu menerapkan konsep 
pendidikan yang otoriter. Pak NGD bercerita tentang Bapaknya yang sering 
mengertak, memarahi, bahkan memukulnya hampir setiap hari, dengan tujuan 
agar anak-anaknya bisa mandiri dan memiliki disiplin tinggi.  
”Saya dulu tu asalnya dari keluarga yang ndak mampu kok mbak, ya apa-
apa masih susah. Bapak Ibu saya cuma tani biasa di Jogja. Dulu tu 
masalah ndidik anak, Orang Tua saya tu keras banget. Saya sering digalaki 
kadang malah dipukul kalau main keluar rumah. Ibu saya juga galak 
orangnya. Tapi biasa lah wong jaman dulu tu banyaknya ya kayak gitu itu 
to. Ya tujuane kan biar anak tu mandiri sama disiplin.” 
 
Kehidupannya ketika masih dalam usia sekolah dasar kurang begitu 
menyenangkan karena orang tuanya selalu mengekang dia untuk bermain bersama 
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teman-teman sebayanya. Yang diinginkan Bapaknya pada waktu itu adalah anak-
anak bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar dan membantu orang tuanya di 
rumah. 
”Saya dulu kalau main ke luar rumah sama teman saya satu sekolah tu 
ndak boleh. Dulu saya SD Brebah tu lho mbak. Pernah ke sana ndak? 
hehehehe.....kapan-kapan main aja ke desa Brebah. Bapak saya tu sukanya 
kalau anak-anak belajar di rumah. Ya biar pinter mbak. Dulu mungkin 
waktu buat main tu bisa dimanfaatkan buat mbantu beres-beres kerjaan di 
rumah.”  
 
Masa kecilnya yang kurang menyenangkan, membawa dampak yang besar 
dalam kehidupannya dan caranya dalam menerapkan konsep pendidikan terhadap 
anak-anaknya serta siswanya di sekolah. Konsep yang dia terapkan terhadap 
anaknya saat ini tidak berbeda jauh dengan konsep pendidikan yang diterapkan 
oleh orang tuanya pada waktu dia masih dalam usia anak-anak. 
”Sekarang saya juga tegas sama anak-anak saya dirumah, apalagi anak 
saya yang paling kecil tu sekarang kelas 1 SMA jadi biar ndak 
terpengaruh anak-anak nakal, kan itu perlunya buat mbentuk moral anak 
saya biar disiplin. Sama siswa di SD Mangkuyudan juga harus tegas,itu 
kan menunjukkan wibawanya seorang guru to mbak.” 
 
Menurutnya konsep pendidikan orang tuanya sangat baik diterapkan untuk 
siswanya di sekolah. Namun terkadang apa yang menjadi konsep pendidikannya 
terkadang mendapatkan protes atau sikap tidak setuju dari orang tua siswa jika 
anaknya diperlakukan keras di sekolah. 
”Ada sebagian orang tua siswa sini yang kadang tu protes ke Kepala 
sekolah karena sikap atau tindakan saya sama siswa SD sini mbak.” 
 
Pemahamannya tentang profesi sebagai guru lebih cenderung pada 
penyampaian materi yang sesuai target dan pembentukan kedisiplinan anak. 
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”Guru itu pengertiannya, mendidik dengan baik nyampaikan meteri 
belajar sama ngandan-ngandani, ya pokoke nasehati siswa, biar siswa jadi 
anak baik-baik sama pinter. Perannya sangat besar, karena membantu anak 
biar pinter kan susah to mbak. Ndak hanya sebatas ngajari tapi juga ndidik 
ben ra dadi bocah nakal lan sak-sak’e.” 
 
Selama lebih dari 15 tahun Pak NGD menjalani profesi sebagai guru, 
ternyata pemahamanya tentang konsep pendidikan yang terkesan otoriter tidak 
pernah dirubah sekalipun kondisi siswa Sekolah Dasar saat ini berbeda dengan 
kondisinya ketika masih berusia Sekolah Dasar. 
Tentang kondisi ekonomi keluarganya saat ini, sudah lebih baik jika 
dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarganya ketika Pak NGD masih dalam 
usia Sekolah Dasar. Istrinya juga memiliki profesi yang sama yaitu guru Sekolah 
Dasar di SD Negeri Cakraningratan. Antara Pak NGD dengan Istrinya sama-sama 
memiliki status pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).  
”Istri saya kan guru juga mbak.. tapi ya walaupun guru gajinya sedikit, 
tapi nek digabung gajinya, ya lumayan lah mbak. Bisa buat beli gereh 
(ikan asin) sama sego sak pincuk.” 
 
Namun yang saat ini menjadi beban bagi Pak NGD dan Istrinya adalah 
kondisi dari anak pertama dan anak keduanya yang mengalami gangguan 
kejiwaan. Saat ini Pak NGD dan Istrinya harus menanggung beban biaya asrama 
di kota Demak bagi kedua putrinya yang memiliki gangguan kejiwaan. 
Permasalahan tentang kondisi dari dua anak kandungnya yang memiliki 
gangguan kejiwaanlah yang membuat pikiran Pak NGD sering terbebani. 
Walaupun terkadang dia merasa bahwa dia terlalu mengekang kehidupan sosial 
anak-anaknya, namun dia selalu merasa bahwa semua itu tidak ada yang salah. 
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”Saya itu kadang mikir, apa saya terlalu keras, tapi kan saya usaha buat 
kebaikan anak saya. Tapi yang bikin saya sedih tu ya ngrasakne kondisi 
anak-anak saya yang perempuan kok dua-duanya bisa terkena gangguan 
kejiwaan, sekarang kan mereka saya masukin asrama buat orang-orang 
yang terkena gangguan kejiwaan di Demak itu lho mbak. Sebabnya apa 
saya juga bingung. Tapi mungkin pengaruh dari luar.” 
 
Tentang kondisi kedua anaknya yang mengalami gangguan jiwa Pak NGD 
tidak banyak memberikan penjelasan, namun dia banyak menjelaskan tentang 
konsep pendidikan terhadap siswanya di sekolah.  
Ketetapan sikapnya tentang konsep pendidikan yang keras membuat 
banyak pihak kurang menyukai terhadap pribadi Pak NGD. Namun hal ini 
ditanggapi dengan sikap yang santai, dan terkesan tidak peduli dengan orang lain. 
Walaupun dampak yang buruk juga terjadi pada kedua anaknya yang mengalami 
gangguan kejiwaan.  
Latar belakang kondisi sosial orang tua Pak NGD yang menerapkan 
konsep pendidikan otoriter yang terkesan keras membawa pengaruh besar bagi 
kehidupan Pak NGD saat ini. Konsep pendidikan yang diterapkan terhadap 
siswanya di Sekolah Dasar tempat dia mengajar tidak jauh berbeda dengan 
konsep pendidikan yang diterapkan orang tuanya pada waktu dulu. Hal tersebut 
dapat mendorong terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena 
konsep pendidikan yang dia terapkan belum tentu sesuai dengan kondisi siswa 
pada umumnya. 
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B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa  
Ada beberapa pengertian bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan secara 
umum dalam Hasil Konsultasi Anak Tentang Kekerasan Terhadap Anak. Menurut 
anak-anak, kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian 
fisik, psikis, maupun seksual. Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan bahwa 
kekerasan fisik antara lain dipukul, dijambak, ditendang,, diinjak, dicubit, dicekik, 
dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dejewer, dan lain-lain. 
Kekerasan psikis antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan 
sesuatu, yang tidak dikehendaki, dan diancam. Sedangkan kekerasan seksual serta 
eksploitasi seksual antara lain meliputi diperkosa, disodomi, diraba-raba alat 
kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, 
dipaksa melakukan oral sex, dijual pada muchikari, dipaksa menjadi pelacur, 
dipaksa bekerja di warung remang-remang ( Hasil Konsultasi Anak Tentang 
Kekerasan Terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional, 2005). 
Dari pengertian dan beberapa bentuk kekerasan yang dijelaskan tersebut, 
kekerasan yang terjadi di lokasi penelitian adalah bentuk kekerasan fisik serta 
kekerasan psikis yang melibatkan guru sebagai pelaku dan siswa sebagai 
korbannya. 
Potensi kekerasan dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan 
ketidakseimbangan struktur, kondisi serta sistem yang berlaku didalamnya. 
Dalam hal ini kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai sikap agresif 
pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran 
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hak bagi si korban. Kekerasan dalam pendidikan diasumsikan terjadi sebagai 
akibat kondisi tertentu yang melatarbelakanginya, dan tidak timbul begitu saja 
melainkan dipicu oleh suatu kejadian (Assegaf, 2004 : 37). 
Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda 
jika ditemukan solusi atasnya. Pemicu, dalam beberapa hal berbeda dengan 
kondisi. Pemicu bersumber secara langsung dari kasus itu sendiri. Tanpa pemicu, 
tidak akan muncul kekerasan, dan antara pelaku dan korban tidak akan terjadi 
apa-apa. Di samping itu pemicu umumnya bersifat insidental dan temporer. 
Disebut insidental karena bersifat spesifik pada kasus tertentu. Pemicu juga belum 
tentu menimbulkan efek yang sama pada kasus yang serupa. disebut temporer 
karena bila bisa diselesaikan atau ditemukan alternatif solusi, maka pemicu tidak 
sampai menimbulkan perilaku kekerasan. Namun jika kasus yang muncul tidak 
mendapat penyelesaian dari kedua belah pihak, maka sangat dimungkinkan 
terjadinya perilaku kekerasan, bahkan kekerasan susulan. (Assegaf, 2004 : 31-33).   
Kekerasan yang terjadi di lokasi penelitian memiliki pemicu yang bersifat 
insidental. Pemicunya adalah sikap siswa yang dipandang kurang tertib oleh guru 
yang bersangkutan. Jika terjadinya hal tersebut terjadi ketika guru sedang 
memiliki kondisi emosi yang tidak stabil disebabkan karena masalah yang 
sifatnya pribadi, maka akan berpotensi terhadap timbulnya kekerasan oleh guru 
terhadap siswa.  
Tipologi kekerasan menurut Johan Galtung, membedakan kekerasan 
menjadi dua bentuk yaitu kekerasan struktural dan kekerasan personal. Dikatakan 
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sebagai kekerasan struktural, jika melibatkan sistem yang berlaku dalam lembaga 
pendidikan, struktur lembaga pendidikan serta terjadi di dalam lingkungan 
lembaga pendidikan. Sedangkan tindak kekerasan dikategorikan sebagai 
kekerasan personal jika kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan yang secara 
pribadi dilakukan oknum guru, serta tidak berhubungan dengan sistem yang 
berlaku dalam lembaga pendidikan, meskipun hal tersebut terjadi di lingkungan 
lembaga pendidikan. Di lokasi penelitian, kasus kekerasan yang dilakukan oleh 
guru terhadap siswa tidak berhubungan secara langsung dengan sistem yang 
berlaku di dalam lembaga pendidikan. Kasus kekerasan yang terjadi tersebut 
hanya melibatkan oknum guru (pelaku) dan siswa (korban) secara pribadi sebagai 
bagian dari struktur lembaga pendidikan dan dilakukan di dalam lingkungan 
lembaga pendidikan. Jenis kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai 
kekerasan personal, karena tidak berhubungan dengan sistem yang berlaku di 
dalam lembaga pendidikan, hanya melibatkan oknum guru dan siswa secara 
pribadi dan terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. 
Mengenai kekerasan personal yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, 
Pak NGD sempat bercerita tentang siswanya yang pernah menjadi korban atas 
sikapnya yang lepas kontrol, yang terjadi pada waktu itu adalah kekerasan fisik 
terhadap siswanya. Waktu itu Pak NGD sebelum berangkat kerja sudah membawa 
pikiran yang kalut karena anaknya mengalami kondisi kejiwaan yang 
membahayakan, bisa dikatakan berada dalam kondisi emosi yang labil. Kemudian 
sampai di sekolah, Pak NGD mengajar seperti biasa, namun karena ada siswanya 
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yang ingin ijin keluar kelas untuk ke kamar mandi, karena kekalutannya, maka 
waktu itu pak NGD melampiaskan emosinya pada siswa kelas 5 yang bernama 
HR untuk membersihkan WC kemudian malakukan tindak kekerasan terkait fisik. 
”Dulu waktu saya mengajar tu ada anak yang ijin keluar kelas pas jam 
pelajaran. Alasannya mau ke kamar mandi. Waktu itu tu saya kondisinya 
banyak pikiran dari rumah. Kan anak saya lagi kumat, ngamuk-ngamuk 
bikin saya bingung ya campur sedih juga. Kebetulan di sekolah ada siswa 
yang kurang disiplin. Kan di tata tertib, tu ada aturannya anak ndak boleh 
keluar kelas nek lagi pelajaran. Lha kok malah golek alesan meh ke kamar 
mandi. Ya sekalian aja saya hukum bersih-bersih kamar mandi, terus saja 
ndak sengaja nggajul kebanteren sampai kakinya si anak tadi tu berdarah. 
Lha habis itu besoknya orang tua siswa ini protes ke Kepala Sekolah. Ya 
saya jadi dimarahi sama kepala sekolah. Habis kejadian itu, saya malah 
ndak caturan sama Kepala Sekolah sama sekali sampai sekarang. Soalnya 
Kepala Sekolah terlalu memojokkan saya, nyalah-nyalahin saya”  
 
Sikapnya yang emosional merupakan bentuk refleksi atas latar belakang 
kondisi guru yang memiliki masalah secara pribadi dan juga adanya sikap siswa 
yang kurang tertib sebagai pemicu yang sifatnya insidental. Kurangnya 
kemampuan guru dalam mengontrol emosi tersebut maka dapat dengan mudah 
memicu munculnya kekerasan oleh guru terhadap siswa. 
Bentuk lain dari kekerasan fisik yang terjadi di lokasi penelitian adalah 
kekerasan yang dilakukan guru dalam bentuk pemukulan terhadap siswa dengan 
dalih penertiban siswa atas aturan yang berlaku di sekolah. Setiap sekolah dasar 
pasti memiliki tata tertib yang berlaku bagi seluruh siswa. Namun dalam 
pelaksanaannya, terkadang masih belum efektif dalam membentuk kedisiplinan 
siswa. Sikap siswa yang kurang disiplin inilah yang menjadi alasan guru untuk 
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menertibkan siswa, sekalipun cara yang dipergunakan guru tersebut berlebihan 
dan dapat digolongkan dalam tindak kekerasan terhadap siswanya. 
Dalam penelitian ini ada salah satu informan yaitu Pak JK, melakukan 
tindak kekerasan fisik dengan tujuan menertibkan siswa dan membatasi perilaku 
siswa dalam bentuk peringatan yang berlebihan disertai pemukulan. Hal tersebut 
dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan guru terhadap siswanya. Disebut 
sebagai tindak kekerasan karena guru tersebut menggunakan cara yang brutal 
dalam menertibkan siswa.  
”Ya itu tadi suka buang sampah sembarangan, coba saja nanti dilihat di 
tata tertib. Itu ada aturannya. Terus suka ada yang terlambat masuk 
sekolah, terus ada yang suka corat-coret bangku. Dulu saya peringatkan, 
malah ada yang lapor sama orang tua. Dulu saya juga pernah lepas 
kontrol. Waktu itu saya lagi ngajar ngasih tugas, lha kok si anak ini tidak 
memperhatikan,. Kebetulan waktu itu saya lagi pegang penggaris kayu. 
Wong mau saya pukul tangannya, malah kena kepalanya. Saya ndak 
sengaja, terus malah jadi gagar otak sedikit. Anaknya tu pusing terus 
sampai rumah, kata orang tuanya, si anak pingsan. Habis itu malah 
mondok. Saya dikabari kalau anak itu besoknya ndak masuk sekolah 
karena gagar otak. Ya saya takut, sempat khawatir juga. Wong orang 
tuanya juga protes ke sekolah. Tapi pihak sekolah bantu saya buat 
tanggung jawab. Seluruh biaya rumah sakit ditanggung sama 
sekolah.Sebenarnya kalau anak ndak nakal, saya juga ndak akan mukul. 
Tapi hal ini saya sudah ndak mau ingat-ingat lagi.” 
 
Kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru merupakan tindak kekerasan 
yang tidak timbul secara tiba-tiba, tapi berlatar belakang ketidakstabilan kondisi 
guru dalam menghadapi masalah pribadi, serta dipicu oleh pandangan guru yang 
berlebihan tentang sikap siswa yang kurang tertib terhadap aturan sekolah, 
sehingga guru melampiaskan kekesalan serta emosinya dengan melakukan 
kekerasan fisik terhadap siswa. Tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap 
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siswanya dalam bentuk kekerasan fisik masih dijadikan alat dalam 
mendisiplinkan siswa di sekolah. 
Selain jenis kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung oleh guru 
terhadap siswanya di lokasi penelitian, ada jenis kekerasan fisik yang dilakukan 
guru terhadap siswanya secara tidak langsung. Kekerasan fisik yang dimaksud 
adalah kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya tanpa tindakan 
pemukulan atau penganiayaan terhadap siswa secara langsung, melainkan melalui 
hukuman yang dilakukan guru terhadap siswanya di luar batas kemampuan siswa 
usia Sekolah Dasar. Hukuman yang dimaksud antara lain adalah membersihkan 
kamar mandi secara berlebihan tanpa bantuan siapapun dan juga hukuman 
membersihkan ruang kelas secara berlebihan. Hal tersebut terjadi di salah satu 
lokasi penelitian, menurut keterangan dari siswa kelas tiga yang bernama RR, 
salah seorang gurunya yang benama Pak JK pernah menghukum siswa yang 
terlambat masuk kelas setelah jam istirahat kedua, kemudian siswa tersebut 
dihukum oleh Pak JK dsengan cara membersihkan kelas, mulai dari kelas tiga, 
sampai dengan kelas enam, kemudian berlanjut membersihkan tangga sekolah 
dengan cara naik turun tangga. 
”Dulu temenku yang itu lho (ADK), pernah disuruh Pak JK bersih-bersih 
kelas tiga sampai kelas enam gara-garanya pas istirahat telat masuk kelas 
cuma sebentar, gara-garanya lha dia ke kamar mandi dulu kok. Kan jadi 
telat. Lha habis itu Pak JK nya marah, terus nyuruh temenku bersih-bersih 
kelas tiga sampai kelas enam pas pulang sekolah. Terus disuruh mbersihin 
tangga naik turun gitu. 
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Kasus yang sama, juga terjadi di lokasi penelitian kedua, yang melibatkan 
Pak NGD sebagai pelaku kekerasan terhadap siswanya. Kekerasan yang 
dimaksud adalah dalam bentuk hukuman kepada siswa untuk membersihkan 
kamar mandi secara berlebihan tanpa bantuan siswa lain, dan hal tersebut 
dilakukan ketuka jam pelajaran masih berlangsung. Penyebabnya adalah siswa 
meminta ijin untuk ke kamar mandi dengan alasan untuk buang air kecil. Namun 
pada saat itu kondisi emosi Pak NGD sedang tidak stabil karena sedang memiliki 
permasalahan keluarga. Kondisi anak kandungnya yang menderita kelainan jiwa 
membuatnya menanggung beban yang cukup berat. Adanya permasalahan atas 
kondisi keluarga yang ditanggungnya serta dipicu dengan sikap siswa yang 
kurang tertib ketika pelajaran berlangsung, maka menyebabkan Pak NGD 
melakukan kekerasan terhadap siswanya. Hal tersebut merupakan refleksi atas 
ktidakseimbangan kondisi guru dan sikap siswa yang kurang mendukung ketika 
pelajaran masih berlangsung, sehingga melatarbelakangi kekerasan oleh guru 
terhadap siswa dalam bentuk kekerasan personal.  
Kasus kekerasan yang terjadi di lokasi penelitian tidak hanya terbatas pada 
kekerasan fisik saja, namun di salah satu Sekolah Dasar yang menjadi lokasi 
penelitian juga terdapat kekerasan yang dilakukan guru dalam bentuk 
pemberlakuan denda kepada siswa yang diberlakukan di luar aturan sekolah yang 
berlaku. 
Menurut pengakuan seorang siswa kelas 5 di salah satu Sekolah Dasar 
yang bernama A A menyatakan sebagai berikut, 
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”Ya Pak JK kan galak ya, terus kalau misalnya nakal di kelas, apa kalau 
nggak bawa tugas pelajaran ketrampilan didenda sama Pak JK. Suruh 
bayar denda ke Pak JK. Dendanya seribu apa kalau nggak ya dua ribu. Ya 
uangnya buat Pak JK. Kalau sangu ku kan seribu, nek denda dua ribu 
nggak cukup.” 
 
Pemberlakuan sistem denda oleh Pak JK merupakan salah satu tindakan 
yang dapat dikatakan kekerasan terhadap siswa, karena aturan denda yang 
diberlakukan oleh Pak JK merupakan tindakan di luar aturan dan tata tertib yang 
ditetapkan di sekolah, dan denda yang diberlakukan tersebut merupakan bentuk 
hukuman yang memberatkan siswa secara ekonomi. Hukuman denda yang 
ditetapkan Pak JK bukan merupakan hukuman yang mendidik namun hukuman 
tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang dilakukan secara personal 
terhadap siswa menyangkut masalah ekonomi, karena uang denda yang 
dikumpulkan Pak JK dari siswa-siswanya dipergunakan untuk kepentingan 
pribadi.  
Tindakan guru yang tidak bersifat mendidik, seperti pada apa yang 
dilakukan Pak JK tersebut merupakan refleksi dari latar belakang kondisi 
hidupnya yang kurang baik terutama menyangkut masalah kondisi ekonomi dari 
pak JK. Jumlah gaji yang diterima atas pekerjaannya sebagai guru yang berstatus 
Wiyata Bhakti kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup atas keluarga yang 
menjadi tanggungannya, kondisi tersebut yang mendorong Pak JK untuk 
memberlakukan sistem denda dengan dalih penertiban terhadap siswanya. 
Jenis tindak kekerasan lain yang ditemukan di lokasi penelitian adalah 
kekerasan psikis yang dialami oleh siswa. Kekerasan psikis tersebut dalam bentuk 
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ejekan oleh guru terhadap siswa yang memiliki kekurangan, sehingga dapat 
mempermalukan siswa di depan kelas. Hal tersebut terjadi ketika siswa tidak 
dapat mengerjakan sesuatu yang menyangkut mata pelajaran yang diajarkan, 
kemudian siswa tersebut dipermalukan di depan teman-temannya satu kelas. 
Siswa yang memiliki kekurangan seharusnya butuh bimbingan yang lebih baik 
dari gurunya, karena peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi 
juga memberikan bimbingan bagi siswa yang berkekurangan. Sikap guru yang 
sering mempermalukan siswa atas kekurangan yang dimiliki merupakan bentuk 
kekerasan psikis yang membawa dampak buruk bagi perkembangan mental siswa. 
 
C. Dampak Kekerasan Yang Dilakukan Guru Terhadap Siswa 
Munculnya kekerasan menimbulkan efek psikologis yang sangat berat 
bagi korban. Kondisi emosi dan kepribadian secara umum mengalami guncangan 
berat, sehingga muncul kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan terjadi 
karena informasi atau pengalaman yang diterima tidak sesuai dengan skema yang 
dimiliki, yaitu tentang figur guru yang mestinya melindungi ternyata yang 
diterima adalah sosok yang sering memukul (www.ilmupsikologiindonesia.htm). 
Tindakan seorang guru yang meliputi hukuman yang melebihi kepatutan 
serta penganiayaan terhadap siswa merupakan tindakan yang sifatnya tidak 
mendidik siswa serta berdampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain 
gangguan kecerdasan, gangguan fisik, mental serta emosional 
(www.kompas.com).  
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Guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswanya dalam bentuk 
pemukulan, menendang, menyuruh siswa membersihkan kamar mandi secara 
berlebihan, menyuruh siswa menyapu keliling kelas dan membersihkan tangga 
sekolah, serta menciptakan sistem denda dengan dalih penertiban yang pernah 
dilakukan Pak JK dan Pak NGD terhadap siswanya merupakan tindakan yang 
dapat dikategorikan tindak kekerasan, karena hal tersebut tidak sepatutnya 
dilakukan guru dalam menertibkan siswa.  
Tindakan Pak NGD yang pernah menghukum siswanya dengan 
membersihkan kamar mandi sekolah, merupakan bentuk tindakan yang 
menyimpang dari aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Sekolah tidak pernah 
menetapkan bentuk tata tertib dan hukuman yang memberatkan siswa, namun hal 
tersebut dilakukan oleh guru yang bersangkutan dengan alasan untuk menertibkan 
siswa. Ini bukan hanya sebagai bentuk penyimpangan terhadap aturan, namun 
juga termasuk dalam kategori kekerasan.  
”...Saya suruh mbersihkan kamar mandi, terus mbersihkan kelas. O...ya 
kadang-kadang juga saya kasih PR nulis 3 kali lipat dari PR biasa yang 
dikerjakan teman-temannya sekelas. Jadi dia ngerjakan lebih banyak PR. 
Ya gitu lah standar aja, paling dijewer..gitu lah mbak. Kan tujuannya buat 
ngingetin aja biar ndak nakal lagi.” 
 
 Tindakan yang dilakukan Pak NGD adalah kekerasan fisik yang ditujukan 
kepada siswa di luar batas kemampuan siswa serta di luar aktifitas pendidikan. 
Hal tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian fisik pada anak-anak saja 
namun juga menyebabkan anak merasa taku ketika berada di sekolah dan 
berhadapan dengan guru yang bersangkutan. Ini secara tidak langsung 
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mempengaruhi perkembangan jiwanya. Mengenai hal tersebut, berikut keterangan 
yang disampaikan oleh Bapak MM tentang dampak atas perlakuan kurang baik 
yang pernah diterima anaknya dari Pak NGD. 
”...anak saya jadi sakit, jadi tombok obat gara-gara hukuman gurunya 
yang saya rasa tu kuranng mendidik. Terus anak saya jadi takut kalau 
pelajaran ketemu sama Pak NGD, temen-temenya yang tau kan jadi takut 
juga to mbak. Itu malah nggak minterne bocah, tapi bikin takut.” 
 
Jenis kekerasan lain yang ditemukan di salah satu lokasi penelitian adalah 
kekerasan psikologis. Kekerasan psikis yang diterima siswa di salah satu lokasi 
penelitian antara lain dihina, dicaci-maki, serta diejek di depan teman-temannya 
satu kelas atas kekurangan yang dimiliki oleh siswa. Tindakan yang dilakukan 
guru tersebut merupakan bentuk kekerasan psikis yang membawa berbagai 
dampak buruk bagi siswa antara lain menyebabkan siswa merasa malu dengan 
teman-temannya dikelas, siswa enggan masuk sekolah karena takut dengan guru 
yang bersangkutan, serta hilangnya motivasi siswa untuk belajar di sekolah 
karena selalu mendapat ejekan dan dipermalukan guru di depan kelas. Lebih 
lanjut, hal ini akan menghambat kreatifitas siswa serta berpengaruh buruk 
terhadap prestasi siswa di sekolah. 
Antara kekerasan fisik dan juga kekerasan psikologis yang dilakukan guru 
tentu menimbulkan dampak yang buruk bagi siswa. Kekerasan fisik yang 
dilakukan guru terhadap siswanya tidak hanya menimbulkan rasa sakit pada 
bagian tubuh mereka, namun juga menimbulkan rasa takut siswa terhadap guru 
yang bersangkutan. Ketakutan terhadap guru yang melakukan kekerasan tersebut 
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disampaikan oleh salah seorang siswa (A D K) yang menjadi informan dan juga 
merupakan korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru. 
”...yang galak itu Pak JK, dulu saya pernah dipukul juga pas baris, saya 
nggak denger suruh lencang depan, lha temenku rame. Kena sini saya 
(bahu) sakit. Terus saya nangis pas pulang hehehehe.... Terus ibukku 
dateng ke sini, ngomong sama kepala sekolah. Eeeemmm....soalnya saya 
takut banget sama Pak JK.” 
 
Ketakutan yang disampaikan A D K dari tindakan guru tersebut 
merupakan salah satu dampak buruk bagi perkembangan jiwa siswa. Ketakutan 
tersebut dapat menghambat kreatifitas A D K ketika proses belajar mengajar 
sedang berlangsung. Walaupun tindak kekerasan psikologis sifatnya tersembunyi, 
hal tersebut juga menimbulkan dampak yang sifatnya juga tersembunyi. 
 Rasa malu siswa terhadap tindakan guru yang memberikan hukuman 
berlebihan, mengejek, dan mencaci-maki siswanya akan membawa dampak 
lanjutan berupa hilangnya motivasi siswa untuk menjalani segala aktivitas di 
sekolah sehingga siswa enggan untuk masuk sekolah. Hal ini tidak hanya 
berdampak pada hilangnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah, namun juga 
mempengaruhi cara berperilaku siswa, yang berhubungan dengan peran guru 
yang seharusnya menjadi contoh baik bagi siswa, namun tindakan guru yang 
melakukan kekerasan fisik dan psikis akan menjadi contoh buruk bagi siswa usia 
sekolah dasar yang masih membutuhkan bimbingan dalam bersikap dan 
berperilaku. 
Tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya bukan hanya 
sebatas membawa dampak buruk bagi siswa sebagai korbannya, namun hal ini 
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juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain dari 
pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa.  
Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak kekerasan yang dilakukan 
guru bagi keluarga siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap keselamatan 
anak-anak mereka di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya 
merupakan tempat bagi penanaman dasar-dasar moral dan perilaku yang baik, 
namun sebaliknya malah menjadi tempat yang tidak aman bagi anak-anak 
mereka, karena tindak kekerasan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru 
yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya.  
Pihak orang tua siswa merasa kecewa atas perlakuan buruk dari guru yang 
melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Berikut adalah pernyataan dari 
SM orang tua siswa yang merespon tindakan guru yang melakukan tindak 
kekerasan terhadap anaknya. 
”Ya gimana ya mbak...wong jane saya sendiri itu nek anak saya nakal, 
mau mukul tu jane nggak tega. Lha begitu dilapori anak saya nek habis 
dipukul gurunya, kan saya jadi gelo. Kan jane sekolah tu mempernya 
(sepantasnya) ngasih contoh baik ke anak saya. Lha kok malah gurunya 
ada yang mukul sampai anak saya nangis gara-gara kesakitan dipukul tadi 
itu. Saya ora lilo mbak. Kan rasane dadi nggak percoyo karo gurune 
meneh to mbak. Jane anak wis tak pasrahne sekolah biar dididik, lha kok 
malah koyo ngene kejadiannya. Yo sopo sing ora gelo to mbak...” 
 
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh informan  (Pak JK dan Pak NGD) 
yang merupakan salah satu guru di sekolah dasar merupakan jenis kekerasan 
personal yang tidak melibatkan sistem yang berlaku di sekolah. Kekerasan yang 
terjadi merupakan kekerasan yang secara pribadi dilakukan oleh oknum guru. 
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Pihak internal sekolah secara langsung tidak terlibat dan tidak mengetahui tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (Pak JK dan Pak NGD) namun hal tersebut 
diketahui berdasarkan laporan dari pihak keluarga siswa yang menjadi korban 
dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Respon pihak sekolah terhadap 
kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut tidak hanya berupa 
peringatan terhadap pelaku, namun lebih lanjut pihak sekolah terutama kepala 
sekolah berusaha memberikan pembinaan tidak hanya bagi pelaku, namun pihak 
sekolah juga memberikan pembinaan kepada seluruh guru yang mengajar di SD 
tersebut. 
 
D. Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan  
Upaya dalam menciptakan pendidikan yang harmonis tanpa unsur 
kekerasan memang tidak mudah, mengingat bahwa saat ini banyak terjadi 
ketimpangan antara kondisi internal yang menyangkut sistem dan kebijakandalam 
lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal yang menyangkut 
kondisi guru sebagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikan 
(menyangkut masalah sosial ekonomi). Sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan 
sekolah dalam menciptakan pendidikan tanpa kekerasan masih sebatas pada 
pembinaan serta membentuk wadah komunikasi antar guru, seperti yang 
dilakukan di dua lokasi sekolah dasar yang menjadi lokasi tujuan penelitian. 
Tidak banyak upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menanggapi 
permasalahan terkait kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena sekolah 
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menganggap bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan dengan pihak keluarga siswa. Sampai saat ini sekolah masih 
menganggap bahwa kasus kekerasan yang melibatkan guru sebagai pelaku serta 
siswa yang menjadi korban dianggap sebagai hal yang wajar, dan bukan 
merupakan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan serius. 
Dua lokasi sekolah dasar yang menjadi lokasi tujuan penelitian tersebut 
masih belum menunjukkan upaya yang maksimal terkait dengan tindak kekerasan 
yang pernah dilakukan oknum guru. Selama ini upaya yang mereka lakukan 
antara lain dengan sosialisasi tata tertib dan peraturan terhadap siswa yang 
dilakukan dengan membuat tulisan tata tertib yang berukuran cukup besar di 
halaman sekolah, padahal kasus kekerasan yang pernah terjadi tidak begitu 
mengena pada tata tertib sekolah, namun lebih bersifat kekerasan personal yang 
dilakukan guru terhadap siswanya. Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah 
adalah membentuk wadah sosialisasi antar pihak internal sekolah. Wadah 
sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi guru untuk menciptakan suasana 
yang saling terbuka, dan wadah bagi guru untuk mencoba membicarakan segala 
hal yang berhubungan dengan permasalahan seputar proses mengajar, dimana 
wadah pertemuan tersebut hanya diadakan selama sebulan sekali oleh pihak 
sekolah. 
Upaya yang sangat penting namun belum dilakukan secara maksimal oleh 
pihak sekolah adalah membentuk wadah sosialisasi dan komunikasi yang rutin 
dengan pihak orang tua siswa. Hal ini sangat penting dilakukan agar pihak 
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sekolah mampu mengetahui kondisi siswa melalui komunikasi dengan orang tua 
siswa secara langsung. Wadah sosialisasi dan komunikasi yang terbentuk bukan 
hanya menguntungkan pihak sekolah saja, namun hal ini juga menjadi wadah 
pengakraban bagi pihak internal sekolah dengan keluarga siswa, sehingga segala 
bentuk permasalahan segera bisa diketahui dan diselesaikan dengan baik tanpa 
ada unsur kekerasan dari oknum guru tertentu. 
Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak internal sekolah dalam 
mengatasi berbagai permasalahan yang memicu munculnya tindak kekerasan. 
adalah dengan memasukan konsep sekolah yang ramah anak pada setiap 
kurikulum pembelajaran, hal tersebut telah dilakukan pihak sekolah di lokasi 
penelitian yaitu Kepala Sekolah berusaha memberikan pembinaan terhadap guru, 
hal tersebut bertujuan agar guru dapat memahami bagaimana harus bersikap 
terhadap siswa, tidak menganggap dirinya sebagai penguasa kelas, dapat 
mengajak siswa untuk berdiskusi ketika dalam proses belajar mengajar, serta 
memberikan motivasi kepada siswa dalam setiap mata pelajaran. Hal tersebut 
disampaikan oleh salah satu guru kelas di Sekolah Dasar lokasi penelitian, yaitu 
Ibu YTS ; 
”Di sini itu bu Kepala sering mengadakan pembinaan bagi semua guru. Ya 
biar sama-sama sharing buat semua masalah yang dihadapi nek guru pas 
ngajar siswa di kelas. Jadi biar ndak ada kesusahan kalau ngadepin siswa. 
Kan siswa macem-macem tipenya,  guru harus pinter ngadepi, biar nggak 
terjadi kesalahan lagi seperti yang dulu pernah terjadi di sekolah sini. Ya 
kalau saya di kelas, kalau misalnya ada anak yang kurang tertib, saya 
selalu bikin konsensus sama anak-anak satu kelas. Kan tujuannya diskusi 
gitu lho mbak. Kalau ada yang nakal, biasanya saya diskusi sama anak-
anak mau dikasih hukuman apa. Lha biasanya tu suruh nyanyi, atau 
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ngerjain PR nya lebih banyak. Ya biar saya ndak melakukan kesalahan. 
Gitu aja paling.” 
 
Upaya mewujudkan konsep pendidikan ramah anak juga ditunjukkan 
dengan cara diskusi kelas antara guru dengan siswa atas permasalahan yang 
dihadapi ketika proses belajar mengajar. Guru juga membuka peluang bagi anak 
untuk berdiskusi dengan siswa di luar jam pelajaran, tujuannya adalah agar siswa 
mampu bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya di sekolah. Diskusi di 
luar jam pelajaran dimaksudkan agar anak tidak malu mengungkapkan 
permasalahan terhadap guru, karena diskusi di luar jam pelajaran hanya 
melibatkan guru dengan siswa secara pribadi dan tidak melibatkan semua siswa di 
kelas. 
Tindakan yang dilakukan salah satu guru di lokasi penelitian, dengan cara 
membuat konsensus atau kesepakatan tersebut bukan hanya memasukan konsep 
sekolah yang ramah anak namun juga merupakan salah satu upaya untuk 
mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa karena dalam tindakan 
tersebut mencerminkan salah satu usaha guru memberikan peluang kepada siswa 
untuk menyusun sendiri peraturan sekolah. Hal ini akan menghindarkan guru 
untuk bertindak sewenang-wenang terhadap siswanya, serta menunjukkan sikap 
yang demokratis terhadap siswanya.  
Upaya lain yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi kekerasan 
dalam lembaga pendidikan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap 
siswa tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, tujuannya untuk memperkecil 
   
75 
kemungkinan siswa melanggar tata tertib dan peraturan baik di dalam maupun di 
luar kelas. hal ini dilakukan pihak sekolah untuk mencegah terjadinya tindak 
kekerasan oleh guru terhadap siswa dengan dalih penertiban. Sosialisasi tersebut 
dilakukan pihak sekolah ketika pemberian amanat kepala sekolah pada waktu 
upacara bendera hari senin. 
Sosialisasi tata tertib ini dilakukan oleh Sekolah Dasar yang menjadi 
lokasi penelitian. Cara ini dianggap efektif oleh pihak sekolah untuk memberikan 
nasehat kepada siswa secara keseluruhan. Pak AG salah satu guru di lokasi 
penelitian memberikan pernyataan tentang upaya sosialisasi tata tertib sebagai 
berikut; 
”Setiap upacara bendera, kan ada amanat oleh petugas, lha yang sering 
ngasih amanat kan Kepala Sekolah. Biasanya amanatnya ya isine 
ngelingke bocah-bocah sini biar ndak nakal, ya biar tertib, disiplin, ndak 
nglanggar peraturan sekolah.” 
  
Upaya mengatasi kekerasan dalam lembaga pendidikan tidak hanya 
dilakukan oleh pihak sekolah di lokasi penelitian namun dari pihak keluarga 
siswa juga berusaha agar anak-anak mereka tidak menjadi korban atas tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh gurunya di sekolah. Upaya yang dilakukan pihak 
keluarga antara lain berusaha melakukan protes terhadap pihak sekolah. Hal 
tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada pihak sekolah 
tentang perlakuan kurang baik yang telah dilakukan oleh salah seorang oknum 
guru terhadap naknya yang menjadi siswa di Sekolah Dasar lokasi penelitian. 
Protes yang dilakukan oleh pihak keluarga siswa merupakan bentuk upaya 
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komunikasi dengan pihak sekolah agar dapat menindaklanjuti kekerasan yang 
telah dilakukan oknum guru di lokasi penelitian. Upaya protes tersebut dilakukan 
oleh Ibu SM, yaitu orang tua siswa yang pernah menjadi korban dari tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh gurunya di sekolah. 
”Dulu anak saya kan pernah dipukul sama Pak JK gara-garanya pas baris 
itu anakku nggak denger perintahnya Pak JK ini, soalnya keadaannya kan 
kalau anak-anak lagi baris pasti yo rame to yo. Lha kan seharusnya 
diperingatkan dulu to mbak. Lha ini kok langsung mukul anak saya. Pas 
pulang-pulang nangis, lha saya kan jadi bingung. Terus saya mikir kalau 
kaya gini terus, lha nanti nggak cuma anak saya saja yang jadi korbane 
Pak JK. Biar nggak melakukan lagi, besoknya saya tu dateng ke sekolah, 
buat nemui Kepala Sekolah, ya biar tau sekalian. Kan kalau saya udah 
protes setidaknya tu Kepala Sekolah tau lah. Saya juga sampai sekarang 
kan jadi was-was nek sampai terjadi lagi. Kasian sama anak saya. Kan 
masih kecil to mbak.” 
 
Ibu SM berusaha berkomunikasi dengan pihak sekolah dengan cara 
menyampaikan protes terhadap tindakan yang dilakukan salah satu oknum guru di 
sekolah anaknya, namun pihak sekolah berusaha menyelesaikan permasalahan 
dan menganggapi hal ini secara tertutup, tanpa mencoba untuk membuka forum 
komunikasi yang lebih luas dengan pihak keluarga siswa lainnya.  
Salah satu guru di lokasi penelitian yang bukan merupakan pelaku 
kekerasan terhadap siswanya menyatakan bahwa pihak sekolah mengadakan 
forum komunikasi dengan pihak keluarga siswa hanya pada saat pengambilan 
raport, atau saat persiapan ujian kelas enam, jadi tidak ada pertemuan rutin yang 
diadakan pihak sekolah dengan keluarga siswa. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu 
YTS sebagai berikut; 
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”Kalau sini tu ada pertemuan juga sama orang tua, ya pas pengambilan 
raport anak-anak. Kan orang tuanya pasti banyak yang datang, jadi guru 
bisa ngobrol sama orang tua siswa. Kalau kayak forum komunikasi gitu, 
sini belum ya mbak. Tapi kalau ada masalah ya paling orang tua 
ketemunya sama Kepala Sekolah. Diselesaikannya sama Kepala Sekolah 
aja paling” 
 
Keterbatasan komunikasi antara pihak keluarga siswa dengan pihak 
sekolah menyebabkan kurangnya kerjasama dalam menciptakan fungsi 
pengawasan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru di 
Sekolah Dasar lokasi penelitian. Hal inilah yang menunjukkan kurangnya upaya 
pihak sekolah dalam mengatasi kasus kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya. 
Walaupun konsep pendidikan ramah anak, sosialisasi tata tertib, serta 
melibatkan anak dalam membentuk peraturan dan tata tertib di sekolah merupakan 
upaya yang cukup baik untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan oleh 
guru terhadap siswa, namun komunikasi dengan pihak keluarga siswa juga sangat 
penting untuk menciptakan fungsi pengawasan baik terhadap siswa maupun guru 
dalam proses belajar mengajar 
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Matriks I 
Matriks Temuan Penelitian 
Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan Formal 
 
No Aspek Keterangan 
1. Kondisi Lembaga Pendidikan 
a. Sistem dalam lembaga 
pendidikan 
 
 
 
 
b. Struktur lembaga 
pendidikan 
 
- Sistem kurikulum, dibuat berdasarkan komposisi 
materi pelajaran.  
- Sistem tata tertib dibuat pihak sekolah sesuai 
kondisi siswa  
- Sistem kebijakan biaya pendidikan ditetapkan 
pihak sekolah berdasarkan kondisi ekonomi siswa.  
- Terdiri dari guru, siswa, serta tenaga kependidikan 
(Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi serta 
Penjaga Sekolah). 
 
2. Latar belakang dan pemicu 
terjadinya kekerasan dalam 
lembaga pendidikan formal 
a. Latar Belakang 
     
 
 
 
 
       b. Pemicu 
          
 
 
- Guru tidak profesional dalam menjalankan 
pekerjaannya 
- Guru mencampur masalah pribadi dengan sekolah 
- Guru mencari kesempatan untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi dengan menerapkan sistem 
denda 
- Siswa ramai dan kurang tertib di kelas 
- Siswa lupa membawa peralatan sekolah 
 
3. Bentuk-bentuk kekerasan 
guru terhadap siswa : 
a. Kekerasan Fisik 
     
     
 
b. Kekerasan Non Fisik /    
    Psikologis 
c. Kekerasan Ekonomi 
 
 
- Dipukul, ditendang, membersihkan kamar mandi 
sendirian tanpa bantuan siapapun, menyapu kelas 
dan membersihkan tangga sekolah secara 
berlebihan. 
- Siswa dimaki, dihina, digertak, serta dikata-katai 
tidak baik oleh guru. 
- Guru meminta denda kepada siswa, sebesar Rp 
1.000 sampai Rp. 2.000 dengan alasan penertiban. 
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4. Dampak kekerasan guru 
terhadap siswa 
a. Dampak Kekerasan Fisik 
 
 
 
 
 
b. Dampak Kekerasan 
Psikologis 
 
 
 
 
c. Dampak Kekerasan 
Ekonomi  
d. Dampak bagi pihak 
keluarga siswa 
 
 
- Siswa gegar otak karena dipukul guru. 
- Kaki siswa luka dan berdarah karena 
ditendang guru. 
- Siswa sakit (kondisi tubuh lemah) karena 
dihukum membersihkan kamar mandi secara 
berlebihan. 
- Siswa malu dengan teman-temannya karena 
ejekan guru. 
- Siswa kehilangan motivasi belajar karena 
guru sering memakinya  
- Siswa takut masuk sekolah karena pernah 
digertak oleh gurunya  
- Siswa terbebani secara ekonomi atas denda 
yang dikenakan gurunya. 
- Berkurangnya kepercayaan atas rasa aman 
bagi anak-anak mereka di sekolah. 
5.. Upaya Mengatasi Kekerasan 
Dalam Lembaga Pendidikan 
- Pihak sekolah yaitu Kepala Sekolah berusaha 
memberikan pembinaan terhadap semua guru 
untuk membentuk konsep pendidikan ramah 
anak. 
- Guru berdiskusi dan membentuk kesepakatan 
dengan siswa tentang peraturan bagi siswa 
yang tidak tertib. 
- Sosialisasi Tata Tertib terhadap siswa 
- Pihak keluarga melakukan protes sebagai 
upaya berkomunikasi dengan pihak sekolah 
untuk mencari penyelesaian kasus kekerasan. 
Sumber : Data primer yang telah diolah, April – Mei 2009 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang berjudul Kekerasan Dalam Lembaga 
Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa 
Sekolah Dasar di Surakarta) dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan yang 
terjadi di lembaga pendidikan Sekolah Dasar merupakan sesuatu yang 
mencerminkan kualitas guru yang buruk atau tidak profesional dalam 
menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut karena guru kurang mampu memisahkan 
antara pekerjaan dengan permasalahan pribadinya. Lebih buruk lagi, kekerasan 
dalam lembaga pendidikan belum sepenuhnya mendapat perhatian dan 
penanganan yang menyeluruh dari pihak sekolah. Selama ini kekerasan yang 
pernah terjadi di lembaga pendidikan Sekolah Dasar masih banyak yang dianggap 
sebagai sesuatu yang wajar. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan yang 
dilakukan oleh oknum guru dianggap sebagai bentuk penertiban, meskipun 
tindakan yang dilakukan menyebabkan kerugian atau dampak yang kurang baik 
bagi siswanya.  
 
1.  Implikasi Empiris 
Secara empiris, kekerasan yang terjadi di lokasi penelitian melibatkan 
oknum guru sebagai pelaku dan siswa sebagai korban dari kekerasan. Jenis 
kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa di lokasi kekerasan merupakan 
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kekerasan personal, sekalipun hal tersebut terjadi di lembaga pendidikan. 
Kekerasan yang dilakukan oknum guru memang terjadi di dalam sebuah 
lembaga pendidikan namun tidak melibatkan sistem dan struktur pada 
umumnya. 
Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan personal berasal 
dari kondisi di luar sistem lembaga pendidikan atau dapat disebut sebagai 
kondisi eksternal. Kondisi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan latar 
belakang kondisi sosial ekonomi guru. Hal tersebut sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan sistem dalam lembaga pendidikan.  
Terjadinya kekerasan bukan hanya karena pengaruh dari permasalahan 
pribadi guru terkait dengan kondisi sosial ekonomi saja, kekerasan yang 
terjadi juga dipicu oleh beberapa hal yang sifatnya insidental. Pemicu yang 
paling sering muncul di lokasi penelitian adalah sikap siswa yang kurang 
tertib atau kurang sesuai dengan aturan yang ditetapkan guru. Hal tersebut 
mendorong terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap 
siswanya. 
Kekerasan yang terjadi merupakan bentuk refleksi atas permasalahan 
di luar sistem pendidikan yang dialami guru. Sehingga dengan adanya sikap 
siswa yang tidak tertib, memicu guru untuk melakukan kekerasan terhadap 
siswa sebagai bentuk pelampiasan emosi akibat dari permasalahan pribadi 
yang dialaminya. Dalam hal ini, sikap guru dapat dinilai tidak profesional 
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karena membawa permasalahan di luar sistem pendidikan ke dalam 
lingkungan pendidikan.  
Permasalahan pribadi yang dialami oleh guru yang melakukan tindak 
kekerasan di lokasi penelitian antara lain tentang kondisi ekonomi guru yang 
masih berkekurangan sehingga mendorong guru tersebut untuk memperoleh 
penghasilan yang lebih di luar penghasilannya sebagai guru yang berstatus 
Wiyata Bhakti dengan memberlakukan denda terhadap siswa yang kurang 
tertib ketika guru tersebut mengajar. Ketidakmampuan guru dalam 
menanggung beban ekonomi keluarganya, mendorong guru tersebut mencari 
kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui sistem denda 
yang diberlakukan terhadap siswa yang kurang tertib. Lebih buruk lagi, tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut selalu dikaitkan dengan 
dalih penertiban terhadap sikap siswa. Hal tersebut digolongkan kekerasan 
ekonomi karena memberlakukan sistem denda terhadap siswa di luar tata 
tertib atau aturan yang berlaku di sekolah dasar. 
Permasalahan lain yang ditemukan di lokasi penelitian adalah tindak 
kekerasan yang dilakukan guru sebagai pelampiasan atas emosinya dalam 
menghadapi masalah pribadi, yaitu tentang kondisi guru yang memiliki 
permasalahan terkait kondisi kejiwaan anak kandungnya yang mengalami 
gangguan. Hal tersebut membuat salah satu guru di lokasi penelitian memiliki 
permasalahan yang cukup berat, sehingga guru beberapa kali merefleksikan 
permasalahan yang dialaminya dengan tindakan di luar batas aturan yang 
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berlaku dalam sistem pendidikan yaitu melakukan tindak kekerasan terhadap 
siswa yang dipicu oleh sikap siswa yang kurang tertib ketika proses belajar 
mengajar masih berlangsung. 
Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa tersebut mencerminkan 
kualitas guru yang kurang profesional dalam bekerja, karena tidak mampu 
memisahkan antara pekerjaan dengan permasalahan pribadi yang dialaminya. 
Siswa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum 
guru di sekolahnya membawa dampak yang kurang baik, tidak hanya bagi 
siswa secara pribadi, namun juga bagi orang tua siswa. Bagi siswa, dampak 
yang ditimbulkan secara langsung adalah perasaan takut terhadap guru yang 
pernah melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Perasaan takut yang timbul 
karena kekerasan yang pernah dialaminya, membawa dampak yang lebih luas 
yaitu berkurangnya motifasi siswa untuk belajar di sekolah.  
 
2. Implikasi Teoritis 
Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori behavioral 
sociology dan teori kekerasan. Dari teori behavioral sociology memusatkan 
perhatiannya pada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi 
dalam lingkungan aktor, ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan 
tingkah laku yang terjadi di masa sekarang melalui kemungkinan akibatnya 
yang berlaku di masa yang akan datang. Terkait dengan tindak kekerasan 
yang dilakukan oleh oknum guru dalam lembaga pendidikan sekolah dasar, 
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merupakan bentuk akibat dari tindakan guru yang dipengaruhi oleh 
permasalahan pribadi yang sebelumnya dibawanya dari luar lingkungan 
lembaga pendidikan kemudian dilampiaskan terhadap siswanya ketika proses 
belajar mengajar sedang berlangsung di dalam lembaga pendidikan.  
Konsep tentang ganjaran atau reward merupakan bentuk pemahaman 
dasar dari teori behavioral sociology. Suatu tindak kekerasan baik yang 
dilakukan terhadap orang dewasa atau terhadap anak-anak merupakan bentuk 
perilaku yang menyimpang, yang dapat menimbulkan akibat sesudahnya bagi 
obyek tindak kekerasan, dan menimbulkan ganjaran (reward) yang negatif 
bagi aktor yang melakukan tindak kekerasan. Konsep tersebut berkaitan 
dengan ganjaran yang diterima oleh oknum guru yang pernah melakukan 
tindak kekerasanb terhadap siswa, yaitu berupa protes yang dilakukan oleh 
orang tua siswa, karena merasa bahwa anaknya telah menjadi korban atas 
tindak kekerasan yang dilakukannya, terlebih lagi, tindakan kekerasan yang 
dilakukan oknum guru terhadap siswanya menimbulkan dampak yang buruk 
yaitu siswa memiliki rasa takut terhadap guru yang bersangkutan, siswa 
kehilangan motivasi belajar di sekolah, serta merasa malu dengan teman-
teman di sekolah atas kekerasan yang pernah diterima dari gurunya di 
sekolah. 
Selain bentuk protes yang diterima oleh oknum guru yang melakukan 
tindak kekerasan tersebut, reward negatif lain yang diterima atas tindakan 
oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa adalah hilangnya rasa 
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kepercayaan orang tua siswa terhadap guru tersebut, karena orang tua siswa 
merasa bahwa jaminan akan rasa aman bagi anaknya tidak didapatkan lagi 
dari guru yang mengajar di sekolah. 
Tentang tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dengan 
latar belakang kondisi ekternal pendidikan atau kondisi di luar pendidikan 
tersebut dijelaskan dalam teori kekerasan yang disampaikan Galtung sebagai 
tindak kekerasan personal. Latar belakang tindak kekerasan yang dilakukan 
oknum guru di lokasi penelitian, tidak ada hubungannya sama sekali dengan 
sistem yang berlaku dalam lembaga pendidikan sekolah dasar, meskipun latar 
belakang kemiskinan merupakan penyebab yang sifatnya struktural.namun 
dalam hal ini kemiskinan bukan sesuatu yang disebabkan karena buruknya 
sistem dalam lembaga pendidikan.  
Berdasarkan pengamatan selama penelitian yang berlangsung, sistem 
yang berlaku dalam lembaga pendidikan yaitu sistem tata tertib, sistem 
kurikulum maupun sistem kebijakan biaya pendidikan tidak menunjukkan 
adanya hal-hal yang memberatkan siswa. Seluruh sistem pendidikan yang 
terdapat di lokasi penelitian diberlakukan sesuai dengan kondisi siswa dan 
guru yang menjadi struktur di dalamnya. Terkait sistem tata tertib, tidak ada 
hukuman yang sifatnya memberatkan siswa, sistem kurikulum yang berlaku di 
lembaga pendidikan sekolah dasar diberlakukan sesuai dengan tingkatan kelas 
masing-masing, sehingga siswa tidak merasa terbebani dengan materi yang 
diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung. Serta sistem kebijakan 
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biaya pendidikan, juga tidak memberatkan siswa secara ekonomi, karena 
sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian memberikan bantuan biaya 
pendidikan bagi setiap siswa yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu. 
Dari latar belakang kondisi struktur sosial lembaga pendidikan 
tersebut, tidak ditemukan bentuk kekerasan struktural. Namun kekerasan yang 
terjadi adalah bentuk kekerasan personal yang dilakukan oknum guru yang 
tidak ada kaitannya dengan kondisi internal lembaga pendidikan. Karena 
sistem pendidikan yang berlaku di lokasi penelitian tidak memberatkan siswa 
secara umum. 
Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teori kekerasan yang 
disampaikan Galtung. Namun dalam hal ini hasil yang ditemukan dapat 
digeneralisasikan bahwa kekerasan personal dapat terjadi di dalam lingkungan 
struktural lembaga pendidikan sekalipun lembaga pendidikan memiliki sistem 
yang berlaku bagi struktur yang ada di dalamnya. 
   
3. Implikasi Metodologis 
Penelitian ini menggunakan strategi yang sangat sederhana yaitu 
dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan untuk melihat secara 
langsung semua aktifitas yang berlangsung dalam lembaga pendidikan, baik 
proses belajar mengajar maupun semua bentuk interaksi yang terjalin antar 
struktur yang menjadi bagian dari lembaga pendidikan.  
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Setelah diperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi dalam 
lingkungan lembaga pendidikan, maka informasi yang dibutuhkan untuk 
menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, perlu 
diadakan wawancara yang sifatnya tertutup, karena informasi yang 
dibutuhkan lebih bersifat sensitif yaitu menyangkut tindak kekerasan dalam 
lembaga pendidikan yang melibatkan guru sebagai pelaku dan siswa sebagai 
korban. 
Observasi informan dilakukan baik secara langsung ketika proses 
wawancara berlangsung dan juga secara tidak langsung yaitu di lingkungan 
tempat tinggal guru yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan untuk 
memperoleh informasi tentang latar belakang informan diperdalam melalui 
wawancara dalam berbagai kesempatan, namun harus menghilangkan kesan 
interogasi terhadap informan yang dituju. 
Wawancara tidak hanya dilakukan dengan guru yang pernak 
melakukan kekerasan terhadap siswa, namun juga dengan guru lain yang 
menjadi bagian dalam lembaga pendidikan sekolah dasar yang sama. 
Wawancara yang dilakukan terhadap guru yang melakukan kekerasan 
ditentukan berdasarkan observasi yang dilakukan sebelumnya baik secara 
langsung maupun berdasarkan informasi yang sebelumnya didapatkan dari 
berbagai pihak beik yang menjadi bagian dalam lembaga pendidikan yang 
ditunjuk sebagai loksi wawancara, maupun pihak luar yang memberikan 
informasi secara tidak langsung. Hasil observasi ini yang pada akhirnya dapat 
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menentukan guru mana yang dapat diwawancarai untuk memperoleh data 
sesuai kuota informasi yang dibutuhkan, khususnya tentang masalah 
kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya di lingkungan sekolah 
dasar. 
Dipilihnya Kota Solo sebagai lokasi penelitian ini adalah karena Kota 
Solo merupakan bentuk Kota yang kompleks, sehingga di dalamnya banyak 
ditemukan berbagai permasalahan terkait kondisi pendidikan yang banyak 
mengalami perubahan dalam berbagai aspek, baik secara kultural maupun 
sosial sehingga banyak ditemukan bentuk-bentuk penyimpangan yang 
melibatkan struktur yang menjadi bagian didalamnya.  
Hal tersebut memunculkan motivasi untuk mengungkap berbagai 
bentuk, dampak serta upaya menghindari kekerasan dalam lembaga 
pendidikan. Informasi tentang kekerasan dalam lembaga pendidikan harus 
dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam, karena hanya dengan 
metode tersebut, akan mampumengungkap segala bentuk kekerasan yang 
selama ini masih dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat, sekalipun 
hal tersebut menimbulkan dampak yang merugikan bagi siswa sebagai 
korban. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Kekerasan Dalam 
Lembaga Pendidikan (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa 
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Sekolah Dasar di Surakarta), maka dengan melihat dan mempertimbangkan hasil 
penelitian yang telah dicapai, dalam hal ini terdapat beberapa saran, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Menciptakan pendidikan tanpa kekerasan harus dimulai dengan 
menumbuhkan kesadaran akan hak-hak anak dalam lembaga pendidikan, 
dengan cara sosialisasi yang dilakukan antar pihak internal sekolah.  
2. Membentuk forum komunikasi antar pihak sekolah sehingga dapat menjadi 
wadah bagi guru untuk dapat mengatasi masalah dan kendala yang ditemukan 
dalam lembaga pendidikan. 
3. Menciptakan monitoring atau pengawasan terhadap segala aktivitas 
pendidikan melalui forum komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua 
siswa, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya pihak orang tua siswa 
secara keseluruhan, terhadap jaminan rasa aman bagi anak-anak mereka di 
sekolah.  
4. Menciptakan pendidikan yang demokratis. Pendidikan yang demokratis 
berarti melibatkan siswa secara aktif dalam segala aktivitas di lembaga 
pendidikan. Hal ini akan mampu menciptakan komunikasi yang baik antara 
guru dengan siswa dalam proses pendidikan. 
5. Menggalakkan proses sosialisasi tentang hak-hak anak oleh Dinas 
Perlindungan Anak terkait, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan 
sekolah dasar. Hal ini bertujuan untuk mencegah bertambahnya kasus 
kekerasan dalam lembaga pendidikan.   
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6. Hendaknya penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama dengan 
penelitian ini dapat mengungkap informasi yang lebih luas agar data yang 
diperoleh lebih lengkap dan akurat. 
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